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KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Asisten Deputi Bidang
Hubungan Internasional, Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahun

2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Laporan ini memuat pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang
Hubungan Internasional yang merefleksikan komitmen dan pertanggungjawaban
pimpinan beserta seluruh staf atas keberhasilan dan kegagalan kinerja sepanjang tahun
2019 dalam mendukung pencapaian target kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan

Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya bagi unit kerja di
lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, agar hasil capaian kinerja

pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta, Januari 2020
Asisten Deputi

Bidang Hubungan Internasional,

Johar Arifin
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun
2019 merefleksikan pertanggungjawaban kinerja sepanjang tahun 2019 dengan
mengukur keberhasilan/kegagalan kinerja terhadap pencapaian satu target sasaran
kegiatan dengan menggunakan instrumen tiga Indikator Kinerja.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki tujuan “Memberikan
dukungan pemikiran yang berkualitas di bidang hubungan internasional kepada Deputi
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan” yang diarahkan mencapai sasaran kegiatan
“Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang hubungan

internasional”

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2019
memperoleh nilai rata-rata 100% (kategori “sangat baik” atau nilai A), yang diukur
menggunakan tiga Indikator Kinerja sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja (1): Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan
penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui
oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mencapai nilai 100% (kategori

“sangat baik”).

b. Indikator Kinerja (2): Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-
undangan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan mencapai nilai 100% (kategori “sangat baik”).

c. Indikator Kinerja (3): Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang
kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mencapai nilai 100% (kategori

“sangat baik”).
Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tersebut

selanjutnya diuraikan dalam rincian volume output tiga komponen kegiatan yang
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menghasilkan 540 rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan, terdiri dari:

a. Komponen (1): Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan
penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional sebanyak 357

rancangan rekomendasi.

b. Komponen (2): Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-
undangan di bidang hubungan internasional sebanyak 127 rancangan

rekomendasi.

c. Komponen (3): Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat,
atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden di bidang hubungan internasional sebanyak 56 rancangan rekomendasi.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sepanjang tahun 2019 diarahan untuk
mendukung penyelenggaraan program “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet
kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan” yang
memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 1.500.218.000. Asisten Deputi Bidang
Hubungan Internasional mencatatkan realisasi anggaran hingga akhir tahun anggaran
2019 sebesar Rp 1.497.458.253 atau setara 99,81%.

Keberhasilan kinerja tahun 2019 ditunjang oleh komitmen pimpinan beserta
seluruh staf dalam memenuhi target sasaran dan indikator kinerja sesuai standar
pelayanan, serta dalam meningkatkan kelancaran dan pengembangan jejaring kerja
dengan stakeholders di kementerian dan lembaga, baik di dalam dan luar negeri,

secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
perumusan arah kebijakan, peningkatan kinerja, serta penyusunan rencana anggaran

dan kinerja tahun anggaran berikutnya.
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BAB |
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LK) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas capaian
target kinerja yang disusun melalui rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan atau dalam rangka penyerapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan ini dibuat sebagai implementasi Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L)
untuk menyusun dan menyampaikan dokumen LK]j setelah tahun anggaran berakhir,
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian
target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, sebagaimana
diperjanjikan kepada publik pada awal tahun 2019.

Laporan Kinerja Tahun 2019 disusun dengan cara membandingkan rencana
target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019 dengan realisasi target
kinerja pada akhir tahun 2019. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja atas
pencapaian satu target sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional dilakukan dengan menggunakan instrumen tiga Indikator Kinerja Utama
(IKU), yang mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang

Hubungan Internasional Tahun 2019.



A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Kabinet Pasal 44-48, mengatur ruang lingkup tugas pokok

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, yaitu membantu Deputi Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan dalam hal:

1.

penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program

pemerintah;

penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan;
pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;

pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan

perundang-undangan;

penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan

yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan

pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan

umum di bidang hubungan internasional.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut lebih lanjut diimplementasikan dalam fungsi-

fungsi yang terdiri dari:

1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di

bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;

. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan

multilateral;

. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan

internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;

. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan



perundang-undangan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional,

dan multilateral;

5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di
bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral yang

dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan

umum di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional membaginya ke dalam struktur yang nomenklatur dan pejabatnya dapat

dilihat dalam gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Kepala Bidang Kepala Bidang
Hubungan Bilateral Hubungan Regional

(Fauziana Nurul Aini) (Novilia Mayasari)

Kepala Bidang
Hubungan
Multilateral

(Sri Wahyu Utami)

L.L.L



(Sumber: diolah dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 dan data kepegawaian
Sekretariat Kabinet 2018)

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam menjalankan tugas dan
fungsi sehari-hari didukung kekuatan sumber daya manusia sebanyak 19 orang dengan
komposisi terdiri dari: 13 pejabat struktural, 5 analis kebijakan dan 1 pegawai tidak tetap
sebagai staf tata usaha. Komposisi sumber daya manusia Asisten Deputi Bidang

Hubungan Internasional yang tercatat per-31 Desember 2018 disajikan dalam tabel 1.1

berikut ini.
Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
Golongan | Jumlah Nama Jabatan Jumlah | Tingkat | Jumlah | L/P | Jumlah
IVic 1 Asisten Deputi (Es. 1l/a) 1 S3 1 L 1
IV/b 1
Kepala Bidang (Es .lll/a 3 P 3
IV/a 2 P 9 ( )
. S2 9 L 3
Kepala Subbidang (Es. 1V/a) 5
l/d 6 P 2
Analis Kebijakan 1 L 1
Analis Kebijakan
(sedang menempuh pendidikan S-2 1 S1 1 P 1
luar negeri)
li/c 4
S2 1 P 1
Kepala Subbidang (Es. IV/a) 4
P 3
/b 1
S1 7
. . L 1
lli/a 3 Analis Kebijakan 3 >
- - Staf Tata Usaha (PTT) 1 P 1

(Sumber: diolah dari data kepegawaian Sekretariat Kabinet tahun 2019)



B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Aspek strategis merupakan hal-hal bersifat strategis yang dapat memberikan
dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Asisten Deputi Bidang
Hubungan Internasional sebagai unit kerja yang bertugas membantu Deputi Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan untuk memberikan dukungan pengelolaan kabinet
kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat
strategis dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dapat
dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan
(stakeholders), terutama kebijakan dan program di bidang hubungan internasional yang
menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan dan
Kepala Negara, membutuhkan dukungan unit kerja yang dapat mengelola,
mengendalikan, dan memastikan upaya penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional. Asisten Deputi
Bidang Hubungan Internasional berperan aktif dalam proses pengelolaan kabinet ini,
mulai dari tahap formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan
reformulasi/terminasi kebijakan. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berada
pada posisi yang netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan
pandangan atau pemikiran secara berimbang yang tidak berpihak kepada sektor

manapun.

Meskipun memiliki kedudukan yang strategis, Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional di saat yang sama juga menghadapi permasalahan yang berimplikasi
pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan kabinet, khususnya terkait upaya
pemberian rekomendasi kebijakan dalam perumusan program dan kebijakan
pemerintah di bidang hubungan internasional. Sejalan dengan dinamika hubungan
internasional dan situasi dalam negeri yang berubah dengan cepat, Asisten Deputi
Bidang Hubungan Internasional seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan
keputusan segera dari Presiden, baik melalui sidang kabinet atau rapat terbatas
maupun di luar forum tersebut yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional perlu mengantisipasi dan menyiapkan

bahan dan rekomendasi/alternatif kebijakan yang berkualitas dan komprehensif dengan



cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut mendorong Asisten
Deputi Bidang Hubungan Internasional untuk terus berupaya mengambil langkah-
langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan
organisasi dan kinerjanya.

Sebagai unit kerja organisasi Sekretariat Kabinet yang berfungsi menyiapkan
analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang hubungan
internasional yang berkualitas untuk disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden,
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki aspek-aspek strategis yang
dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung bagi pencapaian tujuan organisasi,
namun dapat juga berpotensi menjadi faktor penghambat apabila tidak dikelola dengan
efektif, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Aspek-
aspek strategis tersebut harus dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak

mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, antara lain:

1. INTERNAL. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki hal-hal berikut:

(a) kekuatan organisasi, dalam bentuk komitmen pimpinan dalam pelaksanaan

rencana strategis dan reformasi birokrasi, kebijakan organisasi dan sumber daya

manusia yang berkualitas; (b) kelemahan organisasi, Yyaitu peningkatan

kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya
optimal, belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh,
dan disiplin serta motivasi/etos kerja yang belum maksimal, dan (c) potensi
organisasi, yang terdiri dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf
untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, tersedianya SDM yang
berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, dan

komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.

2. EKSTERNAL. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki hal-hal

berikut: (a) peluang organisasi, yang terdiri dari penyempurnaan, perbaikan,

penyederhanaan sistem manajemen, prosedur dan kebijakan, atau ketentuan
perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat
dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap instansi

pemerintah, dan dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang
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baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan, serta (b)

ancaman organisasi, yang terdiri dari tingkat kepercayaan masyarakat yang masih

rendah terhadap birokrasi pemerintah, dan overlapping tugas dan fungsi/irisan
pekerjaan di seluruh kedeputian substansi di lingkungan Sekretariat Kabinet

maupun lembaga kepresidenan.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghadapi tantangan

permasalahan yang dapat berimplikasi pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas

memberikan dukungan pengelolaan kabinet yang meliputi beberapa aspek seperti:

1.

Aspek Ketatalaksanaan. Koordinasi dan kerja sama masih kurang optimal baik
antara kementerian/lembaga di pusat dan daerah, antara unit kerja di lingkungan
lembaga kepresidenan, maupun antara unit kerja di lingkungan internal Sekretariat
Kabinet, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputian
Bidang Hubungan Internasional dalam menghasilkan rekomendasi yang

berkualitas.

Aspek Sumber Daya Manusia. Kompetensi dan keterampilan, serta disiplin dan
motivasi/etos kerja SDM perlu terus dikembangkan untuk mendukung tugas dan

fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.

Aspek Sarana dan Prasarana. Sistem manajemen informasi berbasis teknologi
informasi belum terintegrasi sepenuhnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta
belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang

sedang dan akan dikembangkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan

Internasional memandang perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai

permasalahan dimaksud guna peningkatan kinerja, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi,

diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan
pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro SDM, Organisasi, dan Tata Laksana
maupun yang ditawarkan oleh lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, yang

relevan dengan kebutuhan organisasi.



2. Peningkatan  koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh
kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan lembaga swadaya masyarakat,
dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).

3. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,
diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan
pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang
telah ada dan/atau akan dibangun, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk

menunjang kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan e-government.



BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS, VISI, DAN MISI ORGANISASI

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk
seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dalam kaitan ini,
perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional disusun dengan
mengacu pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Rencana Strategis Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019. Dalam rangka mendukung visi dan misi
Sekretariat Kabinet, serta pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil
Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Asisten
Deputi Bidang Hubungan Internasional menetapkan visi yang akan diwujudkan sebagai
berikut:

7a

Visi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional ditetapkan dengan
mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet serta dinamika lingkungan strategis.
Perumusan visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan
yang diharapkan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional ke depan dengan
memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Asisten Kedeputian Bidang Hubungan
Internasional diarahkan menjadi unit eselon Il yang strategis, profesional, dan dapat
diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam
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menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet, serta
diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus

meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal.

Dalam mewujudkan visi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

ditetapkan misi sebagai berikut:

“Memberikan dukungan manajemen kabinet di bidang hubungan internasional
kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan memegang teguh

pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”

Misi tersebut dimaksudkan agar pengelolaan kabinet di bidang hubungan
internasional dapat terlaksana dengan baik, mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional  diharapkan  melaksanakan  fungsi  perencanaan  (planning),
pengorganisasian (organizing), koordinasi (coordinating), pengendalian (directing)
termasuk di dalamnya unsur pengawasan (controlling) kebijakan dan program
pemerintah, serta terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari
proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi
kebijakan. Unsur pengawasan memegang peran penting dalam keberhasilan

kebijakan/program pemerintah.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional merumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan.
Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam
jangka waktu satu hingga lima tahun ke depan dengan memperhatikan sumber daya
dan kemampuan yang dimiliki. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

menetapkan tujuan sebagai berikut:
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Pencapaian tujuan dilakukan dengan meningkatkan hasil rekomendasi
kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional, yang secara khusus akan
dipantau melalui pengukuran indikator sejauh mana rekomendasi kebijakan yang
disampaikan berkualitas sehingga disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan untuk selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka
mendukung pengelolaan manajemen kabinet. Tujuan merupakan outcome yang ingin
dicapai dalam jangka waktu menengah yaitu antara tiga hingga lima tahun untuk
mencapai visi. Mengingat jangka waktu pencapaian tujuan lebih dari satu tahun, maka
tujuan tersebut dijabarkan dalam capaian yang jangka waktunya lebih pendek lagi, yaitu

capaian per tahun atau disebut dengan sasaran.

Sasaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2015-2019
menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek yaitu
setiap tahun, selama lima tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik,
dengan pencapaian dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai
aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menetapkan sasaran

strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun tersebut
diuraikan lebih lanjut dalam sasaran kegiatan tahunan. Pada tahun 2019, Asisten
Deputi Bidang Hubungan Internasional merencanakan pencapaian sasaran kegiatan
yaitu “Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang
hubungan internasional”. Jenis keluaran yang dihasilkan (output) sasaran kegiatan
dimaksud berupa “Rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang
hubungan internasional” yang berorientasi untuk mendukung pencapaian outcome
program, yaitu “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan
Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan”.
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Terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas diukur dengan

peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Asisten Deputi

Bidang Hubungan Internasional untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui

Deputi Bidang Politikk, Hukum, dan Keamanan. Semakin berkualitas rancangan

rekomendasi tersebut, maka akan semakin dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dalam

melaksanakan manajemen kabinet. Makin tinggi persentase rekomendasi dimanfaatkan

oleh Sekretaris Kabinet menjadi indikator rekomendasi tersebut makin berkualitas.

Secara lebih rinci, tujuan, sasaran dan indikator kinerja digambarkan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

bidang hubungan
internasional

internasional

disetujui oleh Deputi Bidang
Politik, Hukum dan
Keamanan.

. Persentase rekomendasi

persetujuan atas
permohonan izin prakarsa
dan substansi rancangan
peraturan perundang-
undangan di bidang
hubungan internasional yang
disetujui oleh Deputi Bidang
Politik, Hukum dan
Keamanan.

. Persentase rekomendasi

terkait materi sidang kabinet,
rapat atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri
oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden di bidang
hubungan internasional yang
disetujui oleh Deputi Bidang
Politik, Hukum dan
Keamanan.

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program
Strategis Strategis
Memberikan Peningkatan . Persentase rekomendasi Dukungan
dukungan kualitas hasil atas rencana dan Pengelolaan
pemikiran yang rekomendasi penyelenggaraan Manajemen Kabinet
berkualitas kebijakan di bidang pemerintahan di bidang kepada Presiden dan
kepada Deputi di hubungan hubungan internasional yang | Wakil Presiden dalam

penyelenggaraan
pemerintahan
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B. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan
untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis
yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Melalui dokumen
Renja diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan
dicapai, program dan kegiatan yang diprioritaskan, pencapaian prioritas pembangunan
nasional pada tahun tertentu, serta kebutuhan pendanaannya. Dengan demikian, Renja
dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara penganggaran dan target
kinerja yang diharapkan, dengan menggunakan indikator-indikator untuk menilai
Renja tahun 2019

disusun dan disahkan sebelum tahun berjalan (2018) dengan indikator-indikator kinerja

keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.

mengacu pada dokumen perjanjian kinerja tahun sebelumnya. Sasaran kegiatan,
indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan anggaran yang ditetapkan untuk
pelaksanaan program/kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada
tahun 2019 dapat disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

Rencana Kerja Tahun 2019

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Terwujud- 1.Penyusunan 1.Persentase rancangan 300 100 886.002.000
nya rancangan rekomendasi atas Ran-
Rancangan rekomendasi atas rencana dan cangan
Rekomen- rencana dan penyelenggaraan reko-
dasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang mendasi
Kebijakan pemerintahan di hubungan internasional
yang bidang yang disetujui oleh
Berkualitas hubungan Deputi Bidang Politik,
di Bidang internasional Hukum dan Keamanan.
Hubungan
Interna- 2.Penyusunan 2.Persentase rancangan 75 100 201.788.000
sional rancangan rekomendasi Ran-
rekomendasi persetujuan atas cangan
persetujuan atas permohonan izin reko-
permohonan izin prakarsa dan substansi mendasi
prakarsa dan rancangan peraturan
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substansi perundang-undangan di
rancangan bidang hubungan
peraturan internasional yang
perundang- disetujui oleh Deputi
undangan di Bidang Politik, Hukum
bidang hubungan dan Keamanan.
internasional
3.Penyusunan 3.Persentase rancangan 75 100
rancangan rekomendasi terkait Ran- 412.428.000
rekomendasi materi sidang kabinet, cangan
materi sidang rapat atau pertemuan reko-
kabinet, rapat, yang dipimpin dan/atau mendasi
atau pertemuan dihadiri oleh Presiden
yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden
dan/atau dihadiri di bidang hubungan
oleh Presiden internasional yang
dan/atau Wakil disetujui oleh Deputi
Presiden di Bidang Politik, Hukum
bidang hubungan dan Keamanan.
internasional.
TOTAL 450 1.500.218.00
0

Sumber: dokumen Rencana Kerja Pagu Alokasi Anggaran Bagian Anggaran 114

(Sekretariat Kabinet) Tahun 2019

Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2019

didukung alokasi anggaran Rp 1.500.218.000 untuk mendukung pencapaian target

keluaran (output) yang mencakup tiga komponen yaitu:

1. Komponen (1) “Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan

penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional”. Kegiatan-
kegiatan yang dilakukan antara lain: menghadiri/menyelenggarakan rapat-rapat
koordinasi/seminar/FGD penyusunan rekomendasi, melaksanakan
pemantauan/pengamatan ke lapangan terhadap isu-isu hubungan internasional,
menjadi delegasi Rl pada pertemuan internasional di dalam dan luar negeri

melaksanakan perumusan dan analisis isu-isu hubungan internasional.

Komponen (2) “Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-

undangan di bidang hubungan internasional”. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
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antara lain: mengikuti rapat-rapat koordinasi/panitia antarkementerian dan
kelompok kerja penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

pengesahan perjanjian internasional.

3. Komponen (3) “Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet,
rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden di bidang hubungan internasional”. Kegiatan-kegiatan yang
dilakukan antara lain: menyusun materi substansi untuk bahan sidang kabinet/rapat
terbatas  tentang isu-isu hubungan internasional dan kunjungan
kenegaraan/pertemuan internasional yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil
Presiden di dalam dan luar negeri.

Setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan, pada
bulan Januari 2019, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menyusun
Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan komitmen pejabat eselon Il (Asisten Deputi
Bidang Hubungan Internasional) kepada pejabat eselon | (Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan) untuk mewujudkan target kinerja tertentu disertai indikator
kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas dan fungsi serta sumber daya yang
tersedia dalam kurun waktu satu tahun. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
menetapkan sasaran kegiatan tahun 2019 yang diperjanjikan yaitu “Terwujudnya
Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan
Internasional”’, yang diukur dengan tiga indikator kinerja dan target capaian berupa

manfaat (outcome) sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Terwujudnya Rancangan 1. Persentase rancangan rekomendasi atas
Rekomendasi Kebijakan yang rencana dan penyelenggaraan pemerintahan 100%
Berkualitas di Bidang Hubungan di bidang hubungan internasional yang
Internasional disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan.
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

2. Persentase rancangan rekomendasi
persetujuan atas permohonan izin prakarsa 100%
dan substansi rancangan peraturan
perundang-undangan di bidang hubungan
internasional yang disetujui oleh Deputi
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

3. Persentase rancangan rekomendasi terkait
materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan 100%
yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan
internasional yang disetujui oleh Deputi
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019

Indikator-indikator kinerja pada dokumen PK digunakan untuk mengukur
keberhasilan pencapaian Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam
menyiapkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan
internasional. Rumusan “rancangan rekomendasi...yang disetujui...” pada ketiga
indikator kinerja di atas memiliki arti bahwa Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan memberikan respon berupa persetujuan atas rancangan rekomendasi
kebijakan di bidang hubungan internasional yang disampaikan oleh Asisten Deputi
Bidang Hubungan Internasional. Selanjutnya, rancangan rekomendasi yang
memperoleh persetujuan tersebut akan diajukan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka mendukung pencapaian
outcome program dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan
Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengukuran indikator kinerja

menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut.
Tabel 2.4
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Tahun 2019

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

1. | Persentase rancangan Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan
rekomendasi atas rencana | penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan
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dan penyelenggaraan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, x 100%
pemerintahan di bidang Hukum dan Keamanan
Sgsgr&?saentlli?&?:;:ﬁl%l?aluti Jumlah rancangan rekomendasi ayag rencana dan

. o penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan
Bidang Politik, Hukum dan | | . . . .
Keamanan. mtgrnasmnal yang disampaikan kepada Deputi Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan
Persentase rancangan Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas
rekomendasi persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan
atas permohonan izin peraturan perundang-undangan di bidang hubungan
prakarsa dan substansi internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik,
rancangan perundang- Hukum dan Keamanan x 100%
Ezgﬁgggz ?nltglr?m?ars‘?onal Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas
/ o . permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan
yang dlsetqu oleh Deputi perundang-undangan di bidang Hubungan
Bidang Politik, Hukum dan | . . . I
Keamanan. ntgrpaswnal yang disampaikan kepada Deputi Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan

Persentase rancangan Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang
rekomendasi terkait materi | kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
sidang kabinet, rapat atau | dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di
pertemuan yang dipimpin bidang hubungan internasional yang disetujui oleh
dan/atau dihadiri oleh x 100%

Presiden dan/atau Wakil
Presiden di bidang
hubungan internasional
yang disetujui oleh Deputi
Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan.

Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang
kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di
bidang hubungan internasional yang disampaikan
kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Sumber: Lampiran Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, Lampiran Il him.13-16
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara target
kinerja dengan realisasi kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau
kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan.
Pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dilakukan
sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet
kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
hubungan internasional, dengan menggunakan formulasi perhitungan IKU sebagaimana

telah diuraikan pada Bab II.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam LKj 2019 ini berbasis
pada penilaian sendiri (self assessment), dengan hasil rata-rata persentase capaiannya
mengacu pada rentang capaian kinerja sehingga diperoleh kategori capaian kinerja dan
nilai capaian kinerja. Rentang capaian kinerja yang digunakan akan mengacu pada
dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 sebagaimana tabel
3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rentang Capaian Kinerja

1. 85% - 100% Sangat Baik A
2. 70% - <85% Baik B
3. 55% - <70% Sedang C
4. <55% Kurang Baik D
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A.1l. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pencapaian sasaran dengan terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan
yang berkualitas di bidang hubungan internasional dilaksanakan dengan kegiatan-
kegiatan yang menghasilkan output kegiatan berupa rancangan rekomendasi untuk
disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Asisten Deputi
Bidang Hubungan Internasional berhasil melaksanakan tugas dan fungsi menyiapkan
rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional
sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan di lingkungan kerja Sekretariat
Kabinet.

Pemilahan dan analisis dilakukan terhadap input 1.474 dokumen/surat selama
periode Januari-Desember 2019, yang berasal dari kementerian/lembaga, kepala
negara/kepala pemerintah asing, perwakilan asing yang berkedudukan di Indonesia,
serta organisasi/badan internasional dan lembaga masyarakat asing lainnya. Output
yang dihasilkan adalah 540 rancangan rekomendasi yang terdiri dari: 357 rancangan
rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang
disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; 127 rancangan rekomendasi kebijakan
terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan
perundang-undangan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; dan 56
rancangan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan
yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan
kepada Deputi Bidang Polhukam.

Jumlah output 540 rancangan rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten
Deputi Bidang Hubungan Internasional tersebut memperoleh respon berupa persetujuan
Deputi dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian,
berdasarkan formulasi perhitungan, maka capaian kinerja Asisten Deputi Bidang
Hubungan Internasional tahun 2019 mencapai 100% (kategori “sangat baik” atau

mencapai nilai A), sebagaimana data pada tabel 3.2 berikut ini.
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Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2019

Terwujudnya 1. Persentase rancangan
Rancangan rekomendasi atas
Rekomegndasi rencana dan 100% 357 353 100% 98,87%
Kebijakan yang penyelenggaraan rancangan | rancangan
Berkualitas di pemerintahan di Bidang
Bidang Hubungan

Hubungan Internasional yang
Internasional disetujui oleh Deputi
Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan.

2. Persentase rancangan
rekomendasi 100% 127 126 100% 99,21%
persetujuan atas
permohonan izin rancangan | rancangan
prakarsa dan substansi
rancangan peraturan
perundang-undangan
di Bidang Hubungan
Internasional yang
disetujui oleh Deputi
Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan.

3. Persentase rancangan
rekomendasi terkait
materi sidang kabinet, 100% 56 55 100% 98,21%
rapat atau pertemuan rancangan | rancangan
yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil
Presiden di Bidang
Hubungan
Internasional yang
disetujui oleh Deputi
Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan.
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A.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN CAPAIAN
KINERJA PERIODE 2016-2018

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berhasil mempertahankan
capaian sasaran strategis dan indikator kinerja dalam empat tahun terakhir yaitu periode
tahun 2016-2019, dengan nilai rata-rata 100%. Meskipun demikian, data menunjukkan
terjadi tren penurunan capaian output dalam empat tahun terakhir. Hal ini terjadi karena
produk yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berupa
rancangan rekomendasi yang berbasis pada pengolahan dan analisis terhadap surat-
surat yang berasal dari eksternal Sekretariat Kabinet, yang tidak dapat diprediksi
jumlahnya setiap tahun.

Dalam hal ini, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional membantu Deputi
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam memberikan dukungan pengelolaan
manajemen kabinet melalui penyusunan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang
disesuaikan dengan kebutuhan pada suatu waktu tertentu, tidak membuat program yang
murni independen seperti lazimnya dilakukan oleh kementerian/lembaga teknis lainnya.
Realisasi output 540 rancangan rekomendasi di tahun 2019 tersebut volumenya
meningkat jika dibandingkan dengan output tahun 2018 (488 rancangan rekomendasi),
tahun 2017 (558 rancangan rekomendasi) dan tahun 2016 (604 rancangan
rekomendasi).

Namun demikian, secara tren, realisasi output pada periode 2016-2019
mengalami penurunan. Disamping itu, jumlah surat-surat yang berasal dari eksternal
Sekretariat Kabinet pada periode 2016-2019 yang merupakan basis bagi pengolahan dan
analisis dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan juga mengalami penurunan.

Hal tersebut dapat digambarkan pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1
Tren Volume Output Periode 2016-2019
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Perbandingan volume output dan capaian kinerja keseluruhan selama empat
tahun terakhir disajikan dalam Tabel 3.3 berikut ini.
Tabel 3.3

Perbandingan Volume Output dan Capaian Kinerja 2016-2019
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Secara keseluruhan, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

memberikan manfaat kinerja yang cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang

ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

1.

Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program
pemerintah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan
dalam sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta
kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah.

Munculnya isu-isu penting di bidang hubungan internasional yang berkembang di
masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.

Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, atau Kelompok
Kerja terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di

bidang hubungan internasional.

Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun

2019 dapat dikategorikan sangat baik, namun pelaksanaannya dirasakan belum optimal

pada kegiatan IKK 3 mengingat berlangsungnya Pemilu serentak tahun 2019 sehingga

secara tidak langsung berpengaruh terhadap menurunnya jumlah input surat masuk dan

proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang terkait materi sidang kabinet atau

pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan

Internasional.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam memberikan

dukungan manajemen kabinet menghadapi beberapa kendala sebagai berikut:

a. Dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah, baik internal maupun eksternal,

sehingga mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.

Belum tersedianya sistem aplikasi berbasis IT yang terintegrasi dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya untuk mempercepat penyelesaian tugas-
tugas mendesak yang menjadi prioritas Presiden.

Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif, sehingga
berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi

dan analisis.
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Untuk mengatasi hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

melakukan langkah-langkah optimalisasi sebagai berikut:

a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, serta pengawasan dan evaluasi atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional
perlu difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas

nasional.

b. Optimalisasi pengelolaan anggaran melalui peningkatan koordinasi internal dan
penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.

c. Peningkatan kualitas tata laksana dan sumber daya manusia dalam proses
pengkajian, penyusunan rekomendasi dan evaluasi kebijakan melalui keikutsertaan
dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan

tugas dan fungsi, serta kebutuhan organisasi ke depan.

d. Peningkatan koordinasi dengan K/L terkait untuk membangun jejaring melalui
keikutsertaan dalam kelompok kerja/tim/panitia antarkementerian dan berperan aktif
pada rapat-rapat koordinasi untuk debottlenecking permasalahan-permasalahan

yang membutuhkan terobosan penyelesaian segera.
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A3. ANALISIS CAPAIAN PADA MASING-MASING INDIKATOR KEGIATAN
UTAMA (IKU)

A.3.1. IKU 1. “Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan
penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang
disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”

Capaian Indikator Kinerja (1) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu
membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang
disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sepanjang tahun
2019, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan output 357
rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang
hubungan internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan. Seluruh rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputi
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris
Kabinet. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka capaian Indikator Kinerja (1)
sebesar 100%, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2019

Indikator Kinerja Realisasi Output Target Capa|§n
Klnerja

Persentase Jumlah rancangan 357 100% 100%

rancangan rekomendasi atas rencana rancangan

rekomendasi atas | dan penyelenggaraan rekomendasi

rencana dan pemerintahan di bidang

penyelenggaraan | hubungan internasional yang
pemerintahan di disetujui oleh Deputi Bidang
bidang hubungan Politik, Hukum dan Keamanan
internasional yang

disetujui oleh Jumlah rancangan 357
Deputi Bidang rekomendasi atas rencana rancangan
Politik, Hukum dan | dan penyelenggaraan rekomendasi
Keamanan. pemerintahan di bidang

hubungan internasional yang
disampaikan kepada Deputi
Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan
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Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan output rancangan
rekomendasi untuk Indikator Kinerja (1) terdiri dari: 19 orang SDM (satu analis masih
menempuh pendidikan S-2 luar negeri), dokumen Standar Pelayanan, alokasi anggaran
Rp 886.002.000, serta surat-surat masuk yang lazimnya berasal dari laporan kunjungan
kerja Menteri/Kepala Lembaga ke luar negeri, permohonan penyelesaian permasalahan
dalam lingkup hubungan internasional yang disampaikan oleh kementerian/lembaga,
organisasi internasional dan lembaga asing lainnya, laporan Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) di negara akreditasi, laporan persiapan pelaksanaan kunjungan

kenegaraan/kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden ke luar negeri.

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang
Hubungan Internasional melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber
pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan
K/L terkait di dalam dan luar negeri baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii)
pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/
perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian
capaian dan data dukungnya kami uraikan berikut ini.

1. Pemberian Bantuan Pemerintah RI terkait Berbagai Kegiatan Kemanusiaan di

Negara-Negara Sahabat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam
dan Menteri Luar Negeri (Menlu) mengusulkan kepada Presiden Rl agar Pemerintah RI
(Pemri) dapat memberikan bantuan kepada negara-negara sahabat dengan uraian
sebagai berikut:

1) Pemberian Bantuan Dana Hibah Pemri kepada Pemerintah Tuvalu

Menko Polhukam menyampaikan usulan pemberian bantuan dana hibah
tersebut sebesar USD2.500.000 untuk membangun infrastruktur penunjang Pacific
Island Forum Summit (KTT PIF) ke-50 bulan September 2019. Permohonan bantuan
disampaikan oleh PM Tuvalu kepada beberapa negara, khususnya Indonesia, RRT,
dan Australia berupa: (i) pembangunan infrastruktur convention center, community and
cultural hall, bungalows, dan taman dalam rangka persiapan Tuvalu sebagai tuan

rumah KTT; dan (ii) Landing Craft Vessel untuk konektivitas antar kepulauan di Tuvalu.
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Jakarta, 1 Martet 2019

Nomor  : B- Qo /Seskab/Polhukam/o2/2019 Kepada Yth

Sifat Sangat Segera 1. Menteri Koordinator
Lampiran - Bidang Politik, Hukum,
Hal Penyampaian Arahan Presiden RI dan Keamanan;

terkait Pemberian Bantuan Dana
Hibah  Pemerintah  Republik
Indonesia  kepada  Pemerintah
Tuvalu

~

. Menteri Luar Negeri; dan
. Menteri Keuangan.

©

di

Jakarta

Merujuk Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI
Nomor: B-267/DN.00.01/11/2018 tanggal 12 November 2018 kepada Presiden RI
perihal Permohonan Persetujuan Pemberian Bantuan Dana Hibah Pemerintah
Republik Indonesia kepada Pemerintah Tuvalu (salinan surat terlampir), bersama ini
dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan arahan
tertulis: “tindak lanjuti sesuai aturan.”

Sehubungan dengan hal tersebut kiranya Menko Bidang Polhukam, Menteri
Luar Negeri, dan Menteri K dapat ber untuk mer it
arahan Bapak Presiden tersebut, sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, agar pemberian bantuan dana hibah Pemerintah RI kepada Pemerintah
Tuvalu dapat direalisasikan pada kesempatan pertama

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet.

«
Pramadt Anung

Tembusan Yth
Presiden RI, sebagai laporan

Jakarta, |1 Juli 2019

Nomor B-0249 /Seskab/Polhukam/07/2019 Kepada Yth.
f
Sifat Sangat Segera 1. Menteri Luar Negeri; dan
Lampiran : - 2. Menteri Keuangan.
Hal Penyampaian Arahan Presiden RI
terkait Pemberian Bantuan Dana 2
Hibah Pemerintah Republik di
Indonesia untuk Rekonstruksi Masjid
dan Sekolah di Marawi, Filipina Jakarta

Merujuk Surat Menteri Luar Negeri RI Nomor: B-126/BK/03/2019/04/01 tanggal
29 Maret 2019 kepada Presiden RI perihal Usulan Bantuan Hibah Pemerintah
Indonesia untuk Rekonstruksi Masjid dan Sekolah di Marawi, Filipina (salinan surat
terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah
memberikan arahan tertulis: “tindak lanjuti sesuai aturan.”

Sehubungan dengan hal tersebut kiranya Menteri Luar Negeri dan Menteri
Keuangan dapat berkoordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden
tersebut, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemberian
bantuan dana hibah Pemerintah RI untuk rekonstruksi masjid dan sekolah di Marawi
Filipina dapat direalisasikan pada kesempatan pertama

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

N%

Tembusan Yth.
1. Presiden RI, sebagai laporan; dan
2. Wakil Presiden Rl

Setkab telah  berkoordinasi  dengan
Kementerian Luar Negeri guna mendapat
pertimbangan yaitu: (i) Realisasi pemberian
bantuan  akan  memperkuat  postur
Indonesia sebagai mitra pembangunan di
kawasan Pasifik Selatan; (ii) Bantuan
Pemerintah Rl untuk pembangunan
infrastruktur di Tuvalu akan menjadi bukti
kehadiran dan kontribusi konkret Indonesia
secara fisik; (iii) Sebagai tuan rumah KTT
PIF 2019, Tuvalu akan memiliki peran
penting dalam menentukan agenda
persidangan, termasuk dalam menghalau
pihak-pihak yang kerap kali memanfaatkan
PIF sebagai arena untuk menyuarakan
kepentingan kelompok separatis Papua,
dan (iv) Tuvalu telah mendukung Indonesia
pada pemilihan Anggota Tidak Tetap
Dewan Keamanan PBB 2019-2020 di New

York, 8 Juni 2018.

2) Pemberian Bantuan Dana Hibah
Pemri untuk Rekonstruksi Masjid dan

Sekolah di Marawi, Filipina

Pemerintah Filipina mengharapkan
dukungan internasional untuk
pembangunan kembali kota Marawi pasca
konflik. Menlu mengusulkan Indonesia
dapat memberikan bantuan, sehingga
dapat menyampaikan pesan mengenai

kuatnya komitmen Indonesia untuk terus
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memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang pada tahun 2019 akan merayakan
70 tahun hubungan diplomatik, dimana Filipina merupakan salah satu mitra dagang

penting bagi Indonesia.

Wakil Presiden RI memberikan pandangan agar bantuan rekonstruksi Marawi
dapat dialokasikan untuk pembangunan masjid dan sekolah/madrasah, mengingat
Filipina menganut sistem sekuler dan mempunyai peraturan perundang-undangan yang
melarang penggunaan anggaran belanja dan pendapatan nasional untuk pembangunan
rumah ibadah. Dengan pertimbangan kondisi Masjid Agung Marawi yang masih relatif
kokoh, Menlu mengusulkan, apabila Presiden menyetujui, untuk memberikan bantuan
dalam bentuk hibah sebesar Rp100 miliar yang akan digunakan untuk rekonstruksi

masjid dan sekolah/madrasah di sekitar Masjid Agung.

3) Pemberian Bantuan Dana Hibah Pemri untuk Pembangunan Stadion Olahraga di

Tarawa, Kiribati

Presiden Kiribati, Y.M. Taneti Maamau, melalui surat kepada Presiden RI
menyampaikan permohonan dukungan pembangunan stadion olahraga di Tarawa,
Kiribati. Pemerintah Kiribati menyampaikan

% bahwa apabila Pemerintah Rl dapat
berpartisipasi dalam pembangunan stadion

dukart, 5 Seplomber 2010 tersebut, kiranya dapat disampaikan dalam

S‘ ”"‘u i ng bentuk kontribusi senilai USD1 juta.
s P Tt @ Pemerintah  Kiribati  telah  menunjuk

Stadion Olahraga di Tarawa, Kiribati Jakarta

perusahaan asal Indonesia yang berbasis

Merujuk Surat Menteri Luar Negeri RI Nomor: 350/DM/07/2019/09/01 tanggal 1

Agustus 2019 kepada Presiden RI perihal Usulan Bantuan Pemerintah Indonesia
tuk Pemb: Stadion Olahi di T Kiribati (sall it terl ), . . . . . . . .

bomaria Il Sngnn hotrat. Ky samalac butwa. Bapac Presiden ighl di Kiribati. Audie Pacific Engn‘]eenng (AP E)

memberikan arahan tertulis: “tindak lanjuti sesuai aturan.” ] 1

Sehubungan dengan hal tersebut kiranya Menteri Luar Negeri dan Menteri
angan dapat untuk juti arahan Bapak Presiden

dimaksud, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemberian sebagai pe nyedia jasa konstruksi

bantuan dana hibah Pemerintah RI untuk pembangunan stadion olahraga di Tarawa
dapat direalisasikan pada kesempatan pertama
Atas perhatian dan kerja sama para Menteri, kami sampaikan terima kasih

pembangunan stadion. Sebagai catatan,

G APE masuk ke kawasan Pasifik Selatan
R %/‘“‘/ sejak tahun 2016 pada saat Pemerintah RI

membantu proses pemulihan Fiji pasca

bencana topan Winston. APE juga akan

ditunjuk sebagai pengembang di Christmas

28



Islands Kiribati untuk pembangunan stasiun, perumahan murah, serta pembuatan

rencana induk proyek pengembangan Christmas Islands Kiribati.

Bantuan Pemri terhadap Kiribati menunjukkan kepedulian dan kontribusi
konkret Indonesia sebagai sesama negara yang berada di kawasan Pasifik, untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kiribati melalui pembangunan sarana/fasilitas
umum olahraga. Bantuan hibah ini menjadi kesempatan untuk mempromosikan
keunggulan produk infrastruktur Indonesia kepada negara-negara Pasifik Selatan,
sekaligus bentuk dukungan Pemri terhadap partisipasi kalangan bisnis dan swasta
Indonesia untuk ekspansi ke kawasan Pasifik, yang sejalan dengan arahan Presiden
agar perusahaan asal Indonesia mampu menembus pasar non-tradisional yang
prospektif. Bantuan dapat dimanfaatkan Pemri untuk terus menguatkan komitmen
Kiribati terhadap NKRI, baik secara bilateral maupun di forum regional/multilateral,
mengingat Kiribati tidak pernah mengangkat isu Papua secara terbuka pada tahun
2018/2019 dan mendukung Indonesia pada pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan
Kemanan PBB periode 2019-2020.

4) Pemberian Bantuan Dana Hibah
% Pemri untuk Rehabilitasi Queen Victoria
2
SEKRETARIS KABINET SChOOI dl FIJI
REPUBLIK INDONESIA
e phur 35 Pemerintah  Fiji menyampaikan
Nomor B-00L%/Seskab/Polhukam/09/2019 Kepada Yth
Sitat Sangat Segera 1. Menteri Luar Negeri; dan 1 d H
e R Mo o permintaan kepada Pemri untuk
Hal Penyampaian Arahan Presiden RI
terkait Pemberian Bantuan Dana di . .
Indanesa Lnaa Raabitass oo mendapatkan bantuan bagi upaya renovasi
Victoria School di Fiji Jakarta
Queen Victoria School (QVS) di Tailevu,
Merujuk Surat Menteri Luar Negeri RI Nomor: 349/DM/07/2019/09/01 tanggal 1
Agustus 2019 kepada Presiden RI perihal Usulan Bantuan Pemerintah Indonesia
intuk Rehabilit: Q Victoria School di Fi i t terlam b m .
il lpellliifiiog o Mrminbebih il kot Fiji, yang rusak akibat bencana topan
tertulis: “tindak lanjuti sesuai aturan.” !
Sehubungan dengan hal tersebut kiranya Menteri Luar Negeri dan Menteri
K b { h Bapak Presid -
T T D e Winston tahun 2016. QVS merupakan

bantuan dana hibah Pemerintah RI untuk rehabilitasi Queen Victoria School di Fiji
dapat direalisasikan pada kesempatan pertama
Atas perhatian dan kerja sama para Menteri, kami sampaikan terima kasih

salah satu sekolah unggulan di Fiji dan
\/ banyak lulusan QVS memegang posisi
; "f”/g kunci di pemerintahan dan oposisi Fiji.
| Pemerintah Fiji mengindikasikan kebutuhan

Tembusan Yth.
Presiden RI, sebagai laporan.

dana rekonstruksi QVS mencapai USD1,8

juta.

29



Pemri pernah membantu rekonstruksi sebagian bangunan pada kompleks QVS
pasca bencana topan Winston dengan nilai bantuan sebesar USD5 juta (selesai bulan
Agustus 2016). Bantuan rekonstruksi QVS memberikan citra positif bagi Indonesia di
Fiji, khususnya di kalangan masyarakat etnis I|-Tauke/Melanesia. Pada
perkembangannya, bangunan QVS yang direkonstruksi tersebut kembali mengalami
kerusakan parah sehingga tidak dapat digunakan. Kondisi kerusakan QVS sudah
menjadi perhatian media dan masyarakat umum, serta dijadikan komoditas politik
domestik terutama oleh pihak oposisi di Parlemen Fiji.

Bantuan rekonstruksi QVS memiliki nilai strategis bagi Pemri dalam
mempererat hubungan persahabatan dengan Fiji dan dapat menjadi showcase
keunggulan kapasitas konstruksi Indonesia di negara-negara Pasifik. Bantuan
rekonstruksi ini juga dapat meredam upaya-upaya oposisi di Fiji yang diperkirakan

dapat mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

5) Pemberian Bantuan Pemri untuk Mendukung Repatriasi Pengungsi di Rakhine

State, Myanmar

Rekomendasi Indonesia pada KTT

% ASEAN ke-33 bulan November 2018,
sExRETAWS KADINET Pemerintah Myanmar telah memberikan
bl Sl ot I akses kepada ASEAN Coordinating Centre
Lampiran : 1 Berkas Kepada Yth.
" P”p e for Humanitarian Assistance on Disaster
emerintah Republik Indonesia untuk di
mendukung Repatriasi Pengungsi di ——_—
B R sarer — Management (AHA Centre) dan ASEAN
Merujuk surat Menteri Luar Negeri, nomor: 334/DM/07/2019/09/01 tanggal 25 Juli Secretariat untuk persiapan repatrIaSI

2019 kepada Presiden Rl perihal Usulan Bantuan Pemerintah Indonesia untuk
mendukung Repatriasi Pengungsi di Rakhine State, Myanmar (salinan surat terlampir),

bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan pe n g u ngSI dl Rakh I ne State’ Myan m ar

arahan tertulis: “tindak lanjuti sesuai aturan”

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Menteri Luar Negeri dan Menteri

Keuangan dapat berkoordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dimaksud, Akses te rsebut telah d I manfaatkan AHA

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemberian bantuan
Pemerintah Rl untuk mendukung Repatriasi Pengungsi di Rakhine State, Myanmar
dapat direalisasikan pada kesempatan pertama.

Centre untuk melakukan proses preliminary

needs assessment (PNA) di Rakhine State,

Sekretaris Kabinet,

M// Myanmar dengan durasi selama 1 (satu)

tahun dari bulan Januari s.d. Desember

Tembusan Yth

Presiden R, sebagai laporan 2019
Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110
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Menlu mohon persetujuan Presiden untuk memberikan bantuan sejumlah
USD3.000.000 guna membantu proses repatriasi di Rakhine State terutama dalam area
kerja sama sesuai dengan rekomendasi PNA. Menlu juga menyampaikan pertimbangan
bahwa bantuan Indonesia ini kiranya dapat direalisasikan dengan menggandeng BUMN

atau perusahaan terkait di Indonesia.

6) Bantuan Hibah Pemri kepada Pemerintah Kepulauan Solomon untuk
Pembangunan Lapangan Futsal dan Stadion Olahraga dalam rangka Pelaksanaan
South Pacific Games 2023

Pemerintah Kepulauan Solomon mengharapkan bantuan Pemri untuk
pembangunan Lapangan Futsal dan Stadion Olahraga guna pelaksanaan South Pacific
Games 2023. Permohonan ini telah disampaikan secara langsung oleh Perdana
Menteri Kepulauan Solomon kepada Bapak Presiden di sela-sela pertemuan APEC di

Port Moresby tanggal 17 November 2018.
Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan Tim Aju (scoping assessment)

untuk melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kepulauan Solomon terkait
pembangunan fasilitas yang diharapkan.

% PT. WIKA Tbk. Diundang untuk
SEKRETARIS KABINGT berpartisipasi sebagai calon penyedia jasa
B dan telah menyepakati akan membangun
Nomor  : B- 349 /Seskab/Polhukam/09/2019 Kepada Yth.
I 6 LSt i membangun 1 (satu) hall olahraga dengan
Hal Penyampaian Arahan Presiden RI
heraiflnioo il o (R perkiraan biaya USD7,5 juta.
Fls ot Sean O Do
angka Pelaksanaan South Pacific .
Kemlu berpandangan pemberian

Merujuk Surat Menteri Luar Negeri RI Nomor: 400/DM/08/2018/09/01 tanggal H H
22 Aguetes 2075 kepada.Frescen B parhal Usdn. Banuan Libah Pervern bantuan  hibah  dengan  melibatkan
Indonesia kepada Pemerintah Kepulauan Solomon untuk Pembangunan Lapangan
Futsal dan Stadion Olahraga Dalam Rangka Pelaksanaan South Pacific Games 2023
(salinan surat terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak - - H H H H
Presiden telah memberikan arahan tertulis: “tindak lanjuti sesuai aturan.” p artisi paSI Cal on pe nyed Ia J asa d ari
Sehubungan dengan hal tersebut kiranya Menteri Luar Negeri dan Menteri
Keuangan dapat ber untuk  menir arahan Bapak Presiden
dimaksud, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemberian - B B
bantuan hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah ) Solomon untuk |ndoneS|a akan menjadl kesem patan
pembangunan lapangan futsal dan stadion olahraga dalam rangka pelaksanaan South
Pacific Games 2023 dapat direalisasikan pada kesempatan pertama
Atas perhatian dan kerja sama Para Menteri, kami sampaikan terima kasih

promosi keunggulan produk infrastruktur

Mj/ Indonesia kepada negara-negara Pasifik
{ 2 :r-Anung

Selatan dan menjadi bentuk penguatan

Bl
Tembusan Yth Sl
Presiden RI, sebagai laporan

kehadiran Indonesia sebagai sesama

negara yang berada di kawasan Pasifik.

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110
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7) Pemberian Bantuan Dana Hibah Pemri untuk Pemulihan Pasca Bencana Badai

Irma di Antigua dan Barbuda

Pemerintah Antigua dan Barbuda

meminta bantuan kepada Pemri untuk

s
mendukung proyek community connect
bernilai USD87.308 sebagai bagian dari
h‘lomor B. 429 /Seskab/Polhukam/11/2019 Jakarta, |§ November 2019 . .
gl d b Kepada Yih proyek pembangunan kembali “Build Back
G g = i R R R s i
i it Rl ks Better” pasca bencana Badai Irma tahun

Badai Irma di Antigua dan Barbuda dakarta

2017 yang mengakibatkan hancurnya 95%

Merujuk surat Menteri Luar Negeri, Nomor: 491/DM/10/2019/09/01 tanggal 18 .
Oktober 2019 kepada Presiden RI perihal Usulan Bantuan Kemanusiaan Pemerintah RI m h d b g d | b d
untuk Pemulihan Pasca Bencana Badai Irma di Antigua dan Barbuda (salinan surat ru a an an unan I Pu au Bar u a
terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah

memberikan arahan tertulis: “tindak lanjuti sesuai aturan’ h' h 1 0, d d k
Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Menteri Luar Negeri dan Menteri Se Ingga amplr 90 A) pen u u nya

Keuangan dapat berkoordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden

dimaksud, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemberian H H H

bt dapa b Poenofah F (AGK Fammilin Dotca oo B Wi o dievakuasi ke Pulau Antigua.

Antigua dan Barbuda dapat direalisasikan pada kesempatan pertama

Atas perhatian dan kerja sama para Menteri, kami sampaikan terima kasih.

Pemerintah Antigua dan Barbuda

Sekretaris Kabinet,

membutuhkan tambahan dana sebesar

USD200 juta untuk pembangunan pasca

v bencana dengan beberapa negara telah

o memberikan pledge, yaitu: RRT (USD2

juta), Kanada (CAD3 juta), dan Uni Eropa

(5 juta Euro). Menlu RI mengusulkan Pemri dapat memberikan bantuan berupa uang
tunai sebesar USD87.308 untuk mendukung program pembangunan kembali tersebut.

Pemberian bantuan merupakan bentuk kepedulian sesama negara yang sering
dilanda bencana alam sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara-negara di
kawasan Karibia dalam rangka mendukung kepentingan Indonesia pada fora

internasional.

Usulan pemberian bantuan kepada Antigua dan Barbuda tidak termasuk dalam
Daftar Rencana Pemberian Hibah (DRPH) 2019, namun Pemri masih dapat
memberikan bantuan hibah di luar DPRH untuk tujuan kemanusiaan dan dapat

dilaksanakan tanpa berpedoman kepada kebijakan pemberian hibah.
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8) Pemberian Bantuan Dana Hibah Pemri untuk Pemulihan Pasca Bencana Topan

Idai di Mozambik dan Zimbabwe

Pada tanggal 27 April 2019,
% Presiden Mozambik menyampaikan surat
kepada Presiden Rl mengenai permintaan
untuk bantuan mitigasi dampak bencana

Nomor : B.4 2§ /Seskab/Polhukam/11/2019 Jakarta, 18 November 2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 berkas Kepada Yth H H
S P A P R M R alam Topan Idai, yang melanda Mozambik
terkait Pemberian Bantuan Dana 2. Menteri Keuangan
Hibah Pemerintah Republik Indonesia di

itk Pemulfan Pasca Bencana . pada bulan Maret 2019. Bencana tersebut

Topan Idai di Mozambik

mengakibatkan kerusakan parah di pesisir

Merujuk surat Menteri Luar Negeri, Nomor: 484/DM/10/2019/09/01 tanggal 14
Oktober 2019 kepada Presiden R perihal Usulan Bantuan Kemanusiaan Pemerintah RI

untuk Pemulihan Pasca Bencana Topan Idai di Mozambik (salinan surat terlampir) pantai timur Mozambik, terutama di daerah
bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan !
arahan tertulis: “tindak lanjuti sesuai aturan”.
Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Menteri Luar Negeri dan Menteri Belra Sebagal Salah Satu Sentra pertanlan
Keuangan dapat berkoordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden '
dimaksud, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemberian
bantuan dana hibah Pemerintah RI untuk lih b T Idai d 1
e o e S e A oot b Tot gL dan perikanan, serta pelabuhan terbesar.

PR —— Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019,
—— lbu Negara Zimbabwe menyampaikan
ek Anung permintaan bantuan berupa obat-obatan

Ty . kepada Pemerintah Rl untuk mengatasi
dampak bencana alam yang sama.
Kerusakan parah terjadi di daerah timur

Zimbabwe yang berbatasan dengan Mozambik, dimana lebih dari 700 jiwa meninggal

dan 1,5 juta orang terkena dampak. Kerusakan juga terjadi di pusat pertanian di

Provinsi Manicaland dan Masvingo, sehingga memperparah krisis pangan yang tengah

dihadapi Zimbabwe.

Menteri Luar Negeri mengusulkan agar Pemerintah Rl dapat memberikan
bantuan kemanusiaan kepada Mozambik dan Zimbabwe berupa uang tunai masing-
masing senilai USD150.000, merujuk pada besaran jumlah bantuan yang diberikan Uni
Afrika.

Pemerintah Mozambik mendeklarasikan keadaan darurat dan meminta bantuan
dari komunitas internasional untuk pemenuhan kebutuhan korban, yang mencapai
setidaknya 645 korban tewas dan sekitar 2,2 juta orang terkena dampak serius, dan
pemulihan berbagai fasilitas publik. Sementara itu, Zimbabwe memerlukan bantuan

finansial senilai USD 331 juta untuk program pemulihan hingga tahun 2020 dan
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Nomor B. 420 /Seskab/Polhukam/11/2019 Jakarta, |8 November 2019

Sifat Sangat Segera

Lampiran : 1 berkas Kepada Yth.

Hal Penyampaian Arahan Presiden RI 1. Menteri Luar Negeri; dan
terkait Pemberian Bantuan Dana 2. Menteri Keuangan

Hibah Pemerintah Republik Indonesia di
untuk Pemulihan Pasca Bencana

Topan Idai di Zimbabwe Jakarta

Merujuk surat Menteri Luar Negeri, Nomor: 485/DM/10/2019/09/01 tanggal 14
Oktober 2019 kepada Presiden RI perihal Usulan Bantuan Kemanusiaan Pemerintah RI
untuk Pemulihan Pasca Bencana Topan ldai di Zimbabwe (salinan surat terlampir),
bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan
arahan tertulis: “tindak lanjuti sesuai aturan”

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Menteri Luar Negeri dan Menteri
Keuangan dapat berkoordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden
dimaksud, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemberian
bantuan dana hibah Pemerintah RI untuk pemulihan pasca bencana Topan Idai di
Zimbabwe dapat direalisasikan pada kesempatan pertama

Atas perhatian dan kerja sama para Menteri, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Tembusan Yth
Presiden RI, sebagai laporan

2. Partisipasi Aktif sebagai

Internasional

meminta bantuan teknik mengenai mitigasi
dampak bencana alam dari Indonesia.
Bantuan Indonesia akan menjadi bentuk
dukungan solidaritas kemanusiaan kepada
negara-negara di Afrika, serta memperkuat

kehadiran Indonesia di kawasan tersebut.

Delegasi Rl pada Pertemuan-Pertemuan

Personel Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional bersama dengan

stakeholders terkait lainnya dari dalam dan luar Sekretariat Kabinet selalu menjaga

konsistensi dan komitmen untuk terus terlibat aktif dalam berbagai forum internasional

di dalam dan luar negeri guna mewujudkan rancangan rekomendasi kebijakan yang

berkualitas di bidang hubungan internasional yang berorientasi untuk mendukung

pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Adapun beberapa forum internasional dimaksud,

antara lain sebagai berikut:

34



1) 7th IPBES Plenary Session tanggal 26 April s.d. 4 Mei 2019 di Perancis

2) 11th AANZFTA Joint Committee and Related Meetings tanggal 28 April s.d. 3 Mei
2019 di Australia
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3) 16th ARF Security Policy Conference tanggal 22-23 Mei 2019 di Thailand

g
% ASEAN REGIONAL FOR!

oting peace and security through dialogue and cooperation

SEAN Regional Forum Security Policlie

23 May 2019
Bangkok, Thailand
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nd cooper’
g psce sl sy roagh dialogue 47

erence
N Regional Forum security Policy Confe
16> ASEA

23 May 2019
pangkok, Thailand
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5) 108th Session of the International Labour Conference tanggal 10 s.d. 21 Juni 2019

di Swiss
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6) KTT ASEAN ke-34 tanggal 20 s.d. 23 Juni 2019 di Thailand
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7) 3rd Senior Economic Officials for the 50th ASEAN Economic Ministers Meeting
tanggal 13 s.d. 17 Juli 2019 di Thailand

() OIS
000%
LR

N Senior Economic Officials for the Fiftieth ASEAN Econon

(%)
reting of the High-Level Task Force on ASEAN Economic Int P {.}

10 -19 July 2019, Bangkok Thailand
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8) 1st ASEAN-Hong Kong FTA-JC tanggal 6 s.d. 7 Agustus 2019 di Hong Kong
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9) Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue tanggal 20 s.d. 21 Agustus 2019 di Bali

.Q INDONESIA-AFRICA :
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10) Benchmarking Kebijakan Ekonomi, Investasi, dan Kemudahan Berusaha tanggal
21-23 Agustus 2019 di Inggris

\\w .m*m ﬁ, J.
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11) 40th Session UNESCO General Conference tanggal 12 s.d. 15 November 2019 di

Perancis

12) 14th Joint Committee Meeitng Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement

tanggal 19 s.d. 21 November 2019 di Jepang
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13) Pertemuan ASEAN-ROK Commemorative Summit 2019 tanggal 25 s.d. 26

November 2019 di Korea Selatan

2018 ASEAN-Republic of KOREA Commet
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' Commemorative Summit
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3. Pemantauan, Pengamatan, Diskusi, dan Pengumpulan Data

Agenda utama kegiatan adalah melaksanakan pertemuan dengan para
pemangku kepentingan terkait untuk mengumpulkan data dan memantau status suatu
perjanjian, proyek, atau kegiatan spesifik tertentu di bidang hubungan internasional,
serta implementasinya di beberapa daerah di seluruh Indonesia sebagaimana kegiatan
pemantauan berikut, yaitu:

1) Kehadiran Lembaga Pemantau Asing pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak
Tahun 2019

Kehadiran Lembaga
Pemantau Asing pada Pemilu di
Indonesia menunjukkan angka yang

cukup besar. Misalnya, pada Pemilu

Jakarta, I> Maret 2019

gsg:or g;g’;(;Polhukam-‘l/S/ZO‘\Q Ezﬁjaadfa(géhl‘:’rownsl Jawa Barat 2014 |a|u’ terd apat 2 15 Lem baga
ampiran 1 berkas
Hal Pembemahuan Rencana di

Pomi Seemak Tann Pemantau Asing maupun lembaga

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet Su rvel as' ng yang datan g u ntu k
sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Kabinet, kami bermaksud melaksanakan pemantauan terkait penyelenggaraan H H H
Pemils ‘Serantak Tahun 2019 yang akan di  oleh memantau  kegiatan Pemilu di
pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet di
Kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, kami menugaskan: . .. .
1. Agus Widiyanto, S.Sos., Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah
Perbatasan pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, I n d 0 n es I a' H a'l Inl m e n u nj u kkan
dan Informatika;
2. Ririn Yanuar Megawati, S.IP., Kepala Subbidang Hubungan Internasional H H
Khusus pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; bahWa |nd0neS|a Sebagal negara
3. Nabila Amalia, S.H., Analis Polhukam pada Subbidang Politk pada Asisten
Deputi Bidang Politik Dalam Negeri; d k . t b k t d R d .
4. Sandya Erlangga, S.H., Analis Hukum pada Subbidang Pengembangan dan
Promosi HAM pada Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara; e mo raSI er esar e Iga I u nla
5. Aditya Brahmantio, Pegawai Tidak Tetap pada Kedeputian Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan; dan 1 1 H H
6. Mohammad Bisri, Pegawai Tidak Tetap pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, m e nJ adl daya tarl k aSI n g u ntu k
dan Keamanan,
untuk melakukan koordinasi dan audiensi pada tanggal 20 s.d. 22 Maret 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan memantau peSta demOkraS| ||ma

Bapak/lbu Ketua untuk memberikan data, informasi, dan masukan terkait
kegiatan tersebut, namun tidak terbatas pada kuesioner terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih. tah u nan te rseb ut_

“/Asisten Deputi Bidang
Politik Dalam Negeri

e Kegiatan Lembaga

S— 4 Pemantau Asing diatur dalam

Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet

Peraturan Kepala Bawaslu dimana
tidak semua Lembaga Pemantau Asing boleh masuk, melainkan harus mendapat
akreditasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pemerintah perlu
mengambil peranan dalam mengawasi legalitas mereka dan mengatur sampai sejauh
mana Lembaga Pemantau Asing dapat bertindak sebagai observer. Apakah ada

kepentingan khusus yang ingin mengintervensi independensi Indonesia dalam
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melakukan pemilu atau di sisi lain apakah ada manfaat yang bisa didapat dari mereka.
Indonesia perlu mendapatkan transparansi tidak hanya hasil dari pengawasan mereka
sebagai lembaga yang memantau, namun juga output yang didapatkan apakah fair atau
tidak.

Di samping itu hendaknya kehadiran Lembaga Pemantau Asing tersebut dapat
menjadi sarana diplomasi Indonesia untuk menunjukkan pada dunia internasional
bahwa Indonesia sebagai negara demokratis telah berhasil menyelenggarakan Pemilu

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Setkab perlu melakukan pemantauan
terhadap hal tersebut ke beberapa provinsi, antara lain: Aceh, Banten, DKI Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera

Selatan, dan Sumatera Utara.

i )

“:‘\‘l‘\““ ‘\‘”’"‘\‘MHL

A e
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2) Efektivitas Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah: Kerja

Sama Sister City/Sister Province oleh Pemerintah Daerah

Jakarta, 3 September 2019

Nomor B.0484 /Polhukam/08/2019 Kepada Yth
sifat Biasa Sekretaris _Daerah Provinsi Nusa
Lampiran Satu Berkas Tengga:a Timur
Hal Pemberitahuan Kegiatan 4

Kupang

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur
dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. bersama ini dengan hormat
kami memberitahukan bahwa nama-nama pejabat/pegawai Sekretariat Kabinet berikut ini

1. Alifa Rahmat Syukri, S.H, M.H,, NIP. 16770910 200212 1 002, Kepala Bidang Politik
dan Pemerintahan Umum, Asisten Deputi Politik Dalam Negeri, Deputi Bidang Politik
Hukum, dan Keamanan;

2 Cesty Nur Tribuana, S.IP. MA., NIP. 18890916 201212 2 002, Kepala Subbidang
Hubungan Bilateral Afrika Timur Tengah, Asdep Bidang Hubungan Internasional
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:

3. Benedicta Trixie Ariestianti, S. IP., NIP, 19880327 201402 2 002, Kepala Subbidang
Hubungan Bilateral Asia Pasifik, Asdep Bidang Hubungan Intemasional, Deputi Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan; dan

4. Rahma lzza Rabbani, S.E., NIP. 19940814 201801 2 003, Analis Kinerja pada
Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Politik, Hukum

Pemerintah Daerah  memiliki
kewenangan untuk memberdayakan dan
mempromosikan potensi daerah untuk
meningkatkan nilai tambah bagi daerah
yang bersangkutan. Sejalan dengan hal
ini, melalui Undang Nomor 37 Tahun
1999 tentang Hubungan Luar Negeri,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

dan Keamanan

akan kegiatan diskusi, dan pengumpulan data mengenai
Efektivitas Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah: Kerja Sama
Sister City/Sister Province oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang

dapat pada tanggal 12 2019 dengan melakukan audiensi
dan kunjungan lapangan terkait hal dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut. Komunikasi dapat dilakukan dengan menghubungi Sdri. Cesty Nur Tribuana
pada nomor ponse! 081289070973

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasin

tentang Pemerintahan Daerah, maka

peluang Pemerintah Daerah dalam

membuat kerja sama dengan pemerintah

Deputi Bidang Politik
Hukum dan Keamanan

o
(A

{51 ¥ Fadiamspmrops——

daerah di luar negeri sangat terbuka

dalam rangka meningkatkan

Tembusan Yth
Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

kesejahteraan rakyat  berdasarkan

pertimbangan efisiensi dan efektivitas
pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama antara pemerintah daerah
dengan mitranya di luar negeri dapat dilakukan melalui kerja sama Sister City (Kota Kembar)
maupun Sister Province (Provinsi Kembar), yang bertujuan untuk membantu percepatan
pembangunan daerah, sekaligus promosi terhadap potensi daerah, pertukaran budaya,
peningkatan kemampuan teknis dan manajemen daerah dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Kerja sama Sister City/Sister Province pada prinsipnya merupakan konsep
kerja sama yang menggabungkan dua kota/provinsi yang berbeda wilayah dan
administrasi, namun memiliki banyak persamaan karakteristik, seperti budaya, sejarah,
potensi daerah. Pelaksanaan Kerja Sama Sister City/Sister Province harus berpedoman
pada peraturan dan tertib administrasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan
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Pihak Luar Negeri, di bidang-bidang kerja sama, seperti ekonomi, perdagangan,
investasi, industri, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta administrasi.
Dalam Pasal 5 Permendagri tersebut disebutkan bahwa kerja sama Sister City/Sister
Province harus memenuhi persyaratan: (i) kesetaraan status administrasi; (ii)
kesamaan karakteristik; (iii) kesamaan permasalahan; (iv) upaya saling melengkapi;
dan (v) peningkatan hubungan antar masyarakat. Berdasarkan data Kemendagri pada
tahun 2018, tercatat 150 Perjanjian kerja sama telah ditandatangani oleh pemerintah
daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, terkait kerja sama Sister City/Sister
Province. Namun demikian, tidak semua kerja sama tersebut terimplementasi dengan
baik dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat daerah. Selain itu,
sampai dengan saat ini masih belum tersedia database yang memadai mengenai

pelaksanaan kerja sama Sister City/Sister Province oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat
Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Kabinet jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan sejalan dengan program prioritas
Pemerintah Pusat untuk melaksanakan arahan Bapak Presiden agar dilakukan
monitoring status dan implementasi seluruh perjanjian internasional yang
ditandatangani pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, maka Asisten Deputi
Bidang Hubungan Internasional, melibatkan partisipasi Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri dan Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM dan Aparatur pada Kedeputian
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, telah melaksanakan kegiatan pungumpulan data
dan pemantauan dalam rangka penyusunan rekomendasi terhadap efektivitas

pelaksanaan kerja sama bilateral yang dibuat oleh pemerintah daerah di Indonesia
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dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam bentuk Kerja Sama Sister City/Sister
Province pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Adapun daerah yang menjadi prioritas
dalam kegiatan pengumpulan data dan pemantauan pada Tahun Anggaran 2019
meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kota Banda Aceh), Nusa Tenggara Barat
(Kota Mataram), Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado), Provinsi Banten (Kota

Serang), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang).

3) Implementasi Layanan Terpadu Satu Atap terkait Perlindungan serta Penempatan
Pekerja Migran Indonesia

Pasal 27 ayat 2 Undang-

% Undang Dasar 1945 berbunyi “Tiap-
SEKRETARIAT KABINE? tiap warga negara berhak atas
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, | ‘September 2019 pekerjaan dan penghidupan yang
Nomor B. 21 /Polhukam-3/09/2018 Kepada Yth
Gt ook o o Tt Proves layak bagi kemanusiaan”. Namun,
Hal Pemberitahuan Kegiatan 5
— — Surabaya keterbatasan negara dalam
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sebagaimana . .
diatur dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, bersama ini menyedlakan |0W0ngan pekel’] aan
dengan hormat kami memberitahukan bahwa nama-nama pejabat Sekretariat Kabinet
berikut ini:
L B i Ao Dopl Barg s oS menyebabkan  tingginya Tenaga

2. Melysa Retsahana, S.H., NIP. 19900313 201801 2 001, Analis Hukum pada

in:::‘\cai:g%a‘Hubungan Multilateral PBB, Asisten Deputi Bidang Hubungan Ke rJa I ndOﬂESIa (TKI) berm IgraSI ke

akan melakukan kegiatan pemantauan, pengamatan, diskusi, dan pengumpulan data
tentang Implementasi Layanan Terpadu Satu Atap terkait Perlindungan serta

Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, yang diharapkan negara |a|n untuk mendapatkan

dapat dilaksanakan pada hari Kamis, 19 September 2019, dengan melakukan

audiensi terkait permasalahan dimaksud. ) i
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuannya dalam

pelaksanaan kegiatan dimaksud. Komunikasi dapat dilakukan dengan menghubungi pekerja'an' Berdasarkan data darl

Sdri. Melysa Retsahana pada nomor ponsel +6282131480036.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih B N P2TK| per Maret 2019’ telah ada

Asisten Deputi Bidang
Hubungan Internasional

TG 64.062 Pekerja Migran Indonesia
7% ﬂg%ﬁﬁk}/ . .
\ S par (PMI) yang diberangkatkan baik

secara formal maupun informal.

Peranan PMI dalam

perekonomian  Indonesia  cukup

signifikan karena sumbangan devisa melalui penerimaan remitansi PMI di tahun 2018
mencapai US$ 10,97 miliar (data dari BNP2TKI). Namun, pada saat yang bersamaan,
permasalahan terkait PMI muncul seperti, kasus kriminal, pelanggaran kontrak,
penganiayaan, dan human trafficking. Hingga April 2019, terdapat 1.200 pengaduan
kasus PMI yang diakibatkan oleh banyaknya PMI yang berangkat dengan jalur non-

prosedural.
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Beberapa penyebab utama terjadinya PMI non-prosedural, yaitu (i) masih
kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan pelindungan
PMI; (ii) terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri; (iii) maraknya
praktek percaloan; dan (iv) praktek migrasi tradisonal. Terhadap permasalahan
tersebut, negara memilliki tugas untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan
perlindungan dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan salah satu agenda prioritas
Pemerintahan Jokowi-JK vyaitu “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi

segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka
mencegah PMI non-prosedural, antara lain: (i) tahun 2014, Kementerian Tenaga Kerja
bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan dinas terkait di daerah kantong-
kantong PMI membentuk Satgas PMI Non-Prosedural; (i) memperkuat sinergitas
Kementerian/Lembaga terkait dengan isu tersebut; (iii) memperketat proses pembuatan
paspor dan keberangkatan WNI yang terindikasi akan bekerja keluar negeri secara non-
prosedural; (iv) penguatan regulasi dalam rangka memberikan payung hukum bagi
upaya pencegahan terjadinya PMI non-prosedural; (v) penegakan hukum dan
pemberian sanksi kepada para pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan PMI
non-prosedural ke luar negeri; dan (vi) kerja sama pengembangan kesisteman dan

integrasi dalam rangka mendukung pertukaran data serta informasi.

Salah satu penguatan regulasi dalam rangka memberikan payung hukum bagi
upaya pencegahan terjadinya PMI non-prosedural oleh Pemerintah Indonesia dengan
menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam
UU Nomor 18 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang bertujuan: (i)
memberikan kepastian dan kemudahan dalam pelayanan penempatan PMI di luar
negeri; dan (ii) menciptakan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan aman, namun
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga 2018, telah ada 24 LTSA di tingkat kabupaten/kota yang sudah

beroperasi, antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kupang), Nusa Tenggara
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Barat (Mataram), Provinsi Bali (Denpasar), Provinsi Jawa Barat (Cirebon), Provinsi
Kalimantan Barat (Nunukan), Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi

Kepulauan Riau.

Mengingat telah terdapat 24 LTSA yang telah dibangun di beberapa
kabupaten/kota di Indonesia sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2017, perlu

sejauh “mana Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah telah

dimo'hitor'
mengimplementasikan seluruh tujuan dan target pembentukan LTSA sebagai salah
satu upaya perlindungan PMI. Berkenaan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Bidang
Hubungan Internasional melakukan koordinasi guna pelaksanaan kegiatan pemantauan
tersebut dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram), Provinsi

Jawa Timur (Surabaya), dan Provinsi Jawa Barat (Cirebon).

4) Efektivitas Kerja Sama Regional di Bidang Penanggulangan Bencana Alam di
Daerah di

Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis katulistiwva pada
posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki
berbagai keunggulan, namun posisi tersebut juga menjadikan Indonesia memiliki
kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya
bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Sebagai konsekuensinya,
penanggulangan bencana menjadi isu penting mengingat hal tersebut memerlukan

penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.
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Penanggulangan bencana alam

% juga telah menjadi isu penting yang
menjadi topik pembicaraan di berbagai
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, § November 2019 forum kerja sama internasional, baik
Nomor : B. I¥4 /Polhukam-3/11/2019 Kepada Yth.
ifal : Biasa Kepala Badan Penanggulangan . .
Eam‘pirar\ : l13berka$ E!e:cana Daerah Provig:i Bangten Secara bllateral y reglonal y dan
Hal . Pemberitahuan Kegiatan di

Tempat

multilateral. Pada tingkat multilateral,

Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa kami bermaksud melaksanakan kegiatan
pemantauan dalam rangka penyusunan kajian tentang Efektivitas Kerangka Kerja Sama Regional

di Bidang Penanggulangan Bencana Alam di Daerah pada 3 (tiga) tahapan penyelenggaraan Persatuan Bangsa'BangSa (P B B)
penanggulangan bencana, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, dengan
menugaskan: HHPH - . -

1. Noviia Mayasari, $.IP, M.A., Kepala Bidang Hubungan Regional memiliki Office for the Coordination of

2. Cassie Johanna, S.H., M.H., Kepala Subbidang Hubungan Regional Asia Pasifik;
3. Kartika Puspitasari, S H., Kepala Subbidang Hubungan Regional Amerika dan Eropa;
4

M. Erwin Mulyana, S.IP, M.Pub.Pol., Kepala Subbidang Hubungan Regional Afrika dan H U m an Itarlan Affal rS (OC HA) yan g
Timur Tengah;
& :::;; :a\nP Analis Polhukam pada Subbidang Hubungan Regional Amerika dan mem|||k| peran u ntu k mengoord | nas| kan

6. Diah Fita Yuniasari, Staf pada Keasdepan Bidang Hubungan Internasional

untuk melakukan audiensi dan koordinasi pada tanggal 29 November 2019,

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Kepala BPBD Provinsi u paya tanggap daru rat dan U paya
Banten untuk dapat menerima, memberikan data, dan informasi, sebagal bahan masukan
kebijakan H H .

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan ferima kasih. p e m U I I h an pasca te rj ad I nya b e n Can a

Asisten Deputi Bidang
ga

Pada tingkat regional, ASEAN
memiliki ASEAN Coordinating Centre for

Tembusan: =
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet

Humanitarian Assistance (AHA Centre)
yang dibentuk sejak 17 November 2011
dan ditujukan untuk memfasilitasi kerja
sama diantara para negara anggota ASEAN, serta dengan PBB dan organisasi
internasional lainnya dalam mempromosikan kerja sama regional terkait dengan
manajemen bencana dan tanggap darurat. Beberapa kerangka kerja sama regional
seperti APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) dan ASEM (Asia Europe Meeting)
juga memiliki kerangka kerja sama yang terkait dengan penanggulangan bencana di
negara anggotanya, baik secara jangka pendek, menengah dan panjang. Secara
umum, kerja sama ASEAN memegang peran kunci dalam pelaksanaan kerja sama
internasional Indonesia karena ASEAN merupakan lingkaran konsentris pertama
kawasan terdekat Indonesia dan pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.
Kerja sama penanggulangan bencana di tingkat regional ASEAN merupakan hal
penting, mengingat negara-negara anggota ASEAN memiliki kedekatan geografis.
Untuk itu, Indonesia harus mampu mengambil peran penting di ASEAN dalam hal kerja

sama penanggulangan bencana.
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Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan paradigma
penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional bermaksud
menyelenggarakan kegiatan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan
mengenai Efektivitas Kerangka Kerja Sama Regional di Bidang Penanggulangan
Bencana di Daerah, khususnya pada 3 (tiga) tahapan penyelenggaraan
penanggulangan bencana, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca

terjadinya bencana.
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Adapun yang menjadi fokus kegiatan pemantauan, pengamatan, dan
penyerapan pandangan adalah (i) jangkauan dan efektivitas kerja sama internasional
dalam kerangka regional di bidang penanggulangan bencana alam di daerah, (ii)
mekanisme pengoordinasian kerja sama dengan lembaga internasional oleh BNPB di
daerah, serta (iii) pelibatan civil society dan swasta dalam pemanfaatan kerja sama
internasional di daerah terkait penanggulangan bencana dalam kerangka kerja sama
regional, khususnya di ASEAN. Adapun kegiatan dilaksanakan di Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat, Kota Yogyakarta, Provinsi D.l. Yogyakarta, dan Kota Serang,
Provinsi Banten dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: (i) proses
pemulihan pasca bencana alam yang pernah terjadi di daerah tersebut; (ii) upaya
mitigasi terhadap risiko bencana alam; dan (iii) akses kerja sama regional mengenai

penanggulangan bencana alam.

5) Pemantauan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan
Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019

Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai focal point dalam menangani kejahatan
Narkoba. Kejahatan narkotika dan prekursor narkotika merupakan kejahatan yang
bersifat lintas negara dan terorganisir yang menimbulkan kerugian sangat besar, baik
kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan yang berpotensi besar merusak bahkan

menghilangkan suatu generasi bangsa.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor
narkotika bukanlah pekerjaan mudah dan tidak dapat dilakukan oleh BNN saja karena
itu dalam rangka mendukung upaya BNN tersebut, Menteri Dalam Negeri
mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
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Langkah Menteri Dalam Negeri

% tersebut disambut secara positif oleh
Ao A Pemerintah Daerah dengan gencar
REPUBLIK INDONESIA

melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi

Jakarta, 20 Juni 2019

Nomor B.o4z¥Polhukam/06/2019 Kepada Yth P4G N . Dalam rangka penguatan
Sifat. Segera Sekretaris Utama
Lampiran : 2 (dua) lembar Badan Narkotika Nasional i
i Pt toratigein : P4GN tersebut, Presiden pada tanggal
engawasan Pelaksanaan Inpres
s | Jakarta 28 Agustus 2018 mengeluarkan Inpres
Sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, bersama ini kami Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana

sampaikan bahwa pejabat/pegawai pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan Sekretariat Kabinet akan melakukan kegiatan pengawasan . .

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dalam hal ini terhadap AkSI Naslonal P4GN Tahun 2018_2019
pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019 yang memuat 4 aksl generl k yang

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan kerja ke
beberapa kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), termasuk

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. WaJ | b d | | aku kan Selu ru h K/L dan

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Sestama

berkenan mengoordinasikan BNNP yang dituju dan dapat membantu staf kami H H H .

dalam melaksanakan kegiatan dimaksud. Adapun daerah, waktu Pemda yaknl SOSIa“SaSI, p6|aksanaan

pelaksanaan, dan pelaksana kegiatan sebagaimana terlampir

kastemikran‘ atas perhatian dan kerja sama Sestama, kami ucapkan terima tes u rlne, pem be ntu kan regU|aS|
Deputi Bidang Poltk internal, dan pembentukan Satgas.

ian Keamanan

BNN berencana untuk

Tembusan Yth
Sekretaris Kabinet, sebagai laporan

menyusun Rinpres tentang P4GN
Tahun 2020-2024 agar pencegahan
dan pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika semakin masif dilaksanakan,
namun di sisi lain Kepala BNN melaporkan kepada Presiden bahwa pelaksanaan Inpres
Nomor 6 Tahun 2018 belum optimal, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor:
B/1796/V/SU/PR.04/2019/BNN tanggal 22 Mei 2019, yang menyebutkan bahwa masih
terdapat 43 K/L yang sama sekali belum melaksanakan aksi PAGN. Aksi PAGN di
Pemda juga belum memperoleh perhatian signifikan, hingga Maret 2019 hanya terdapat

3 Provinsi yang telah melaksanakan aksi secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan memandang perlu melaksanakan “Pemantauan Pelaksanaan Instruksi
Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan
Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor
Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019” ke beberapa daerah sebagai berikut: Provinsi
Bali, Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan

Timur, dan Provinsi Jawa Barat.
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4. Penyelenggaraan Focus Group Discussion dengan Tema yang Relevan

terhadap Perkembangan Situasi Global Terkini

1) Rapat Pembahasan Reformulasi Pasal Penutup dalam Peraturan Perundang-undangan

mengenai Pengesahan Perjanjian Internasional, tanggal 13 Agustus 2019

2

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor  : Und. 0592 /Polhukam/08/2019 Jakarta, 8 Agustus 2019
Sifat Segera Kepada Yth
Lampiran : 1 halaman

Hal Undangan Rapat Pembahasan
Reformulasi Pasal Penutup dalam
Peraturan Perundang-undangan
mengenai Pengesahan Perjanjian
Internasional

Sehubungan dengan adanya ketidaksinkronan antara ketentuan pasal penutup pada
peraturan perundang-undangan mengenai pengesahan perjanjian internasional (Pl) yang
berbunyi:  “Undang-Undang/Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan®, dengan ketentuan pemberlakuan Pl menurut hukum internasional, Sekretariat
Kabinet telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan K/L terkait guna membahas

penyelesaian atas permasalahan dimaksud.

Dalam rapat pembahasan pada tanggal 25 Februari 2019, kami mencatat 2 (dua) opsi

penyelesaian, yaitu

Presiden ini mulai berlaku pada saat berlakunya Persetujuan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 1 terhadap Indonesia"; atau
Mengubah prosedur internal Indonesia terkait pengesahan Pl

ol

Pada saat Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu Pl, maka
Menlu menyampaikan notifikasi berupa piagam yang berisi pengikatan Indonesia
terhadap Pl tersebut. Ketika Pl tersebut telah dinyatakan berlaku, Indonesia baru
menerbitkan UU atau Perpres pengesahan PI tersebut. Dengan demikian, rumusan pasal

penutup yang selama ini berlaku menjadi relevan dan mengikat

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat

lanjutan yang akan diselenggarakan pada

Hari, tanggal : Selasa, 13 Agustus 2019
Waktu 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Lantai 11, Gedung Pakarti Centre,
Jalan Tanah Abang Ill No. 25 - 27, Jakarta Pusat
Pimpinan Rapat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Deputi Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan,

feee

Fadlansyah Lubis =

(Daftar undangan terlampir)

. Mengubah rumusan ketentuan pasal penutup menjadi; “Undang-Undang/Peraturan

Sekretariat Kabinet telah
melakukan beberapa kali pertemuan
dengan K/L terkait guna membahas
penyelesaian atas permasalahan
adanya ketidaksinkronan antara
ketentuan pasal penutup pada PUU
mengenai pengesahan Pl yang
berbunyi: “Undang-
Undang/Peraturan Presiden ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan”,
dengan ketentuan pemberlakuan PI

menurut hukum internasional.

Asisten Deputi Bidang
Hubungan Internasional mencatat 2
(dua) opsi penyelesaian, yaitu antara
lain: a. mengubah  rumusan
ketentuan pasal penutup menjadi:

“‘Undang-Undang/Peraturan

Presiden ini mulai berlaku pada saat berlakunya Persetujuan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 1 terhadap Indonesia”; atau b. mengubah prosedur internal Indonesia

terkait pengesahan Pl pada saat Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengikatkan diri

pada suatu Pl, maka Menlu menyampaikan notifikasi berupa piagam yang berisi

pengikatan Indonesia terhadap Pl tersebut. Ketika PI tersebut telah dinyatakan berlaku,

Indonesia baru menerbitkan UU atau Perpres pengesahan Pl tersebut. Dengan

demikian, rumusan pasal penutup yang selama ini berlaku menjadi relevan dan

mengikat.
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2) Focus Group Discussion dengan tema “Peluang dan Tantangan Konsepsi

Keketuaan ASEAN bagi Indonesia dalam Koridor Visi Misi Indonesia Maju 2019-

20247,

tanggal 21 November 2019

2

SEKRETARIAT KABINET

REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, |9 November 2019
Nomor : B.|2294/Polhukam-3/11/2019 Kepada Yth.
Sifat : Segera 1. Asisten Deputi Bidang
Lampiran : 1 berkas Hukum;
Hal . Undangan Focus Group 2. Asisten Deputi Bidang

Hubungan Lembaga
Negara dan Daerah;
3. Kepala Biro Kerja Sama
Teknik Luar Negeri;
Kementerian
Negara
di Jakarta

Discussion

Sekretariat

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Kabinet
bermaksud untuk menghimpun pandangan dan masukan tentang “Peluang dan
Tantangan Konsepsi Keketuaan ASEAN bagi Indonesia Dalam Koridor Visi
Misi Indonesia Maju 2019-2024” dalam acara Focus Group Discussion yang
akan diselenggarakan pada Kamis, 21 November 2019 di Gedung 3 Lantai 4,
Kementerian iat Negara Republik | ia, JI. Veteran No. 18,
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Ibu dan Bapak
berkenan menjadi penanggap aktif dalam kegiatan Focus Group Discussion
dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Ibu dan Bapak, kami mengucapkan terima
kasih.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional,

Tembusan Yth:

Deputi

L

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Sejalan dengan visi misi

yang
pembangunan SDM yang pekerja

Presiden menempatkan
keras, yang dinamis, yang terampil,
yang menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi, Indonesia harus

mampu  mengubah  tantangan
dalam periode Keketuaan ASEAN
selanjutnya menjadi suatu konsepsi
yang menerjemahkan visi misi
Lebih
terkait Pilar Politik dan Keamanan
ASEAN,
ASEAN Outlook on the Indo-Pacific

perlu diejawantahkan dalam suatu

Presiden tersebut. lanjut,

inisiasi Indonesia terkait

bentuk konkret yang antara lain

berkenaan dengan pedoman

pengaturan bersama kawasan
ASEAN sampai keterkaitan dengan
pembangunan infrastruktur. Dari
Pilar Ekonomi dan Sosial Budaya,
objek pemberdayaan UMKM di
tidak

hanya sebatas level working group

kawasan ASEAN kiranya

di beberapa lini Ministerial Meeting,
tapi merupakan konsep besar

untuk suatu Leaders’ Meeting.
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kepentingan nasional.”

Lebih lanjut, Presiden
telah menyampaikan arahan
pada tanggal 19 Juni 2019
dalam Rapat Terbatas
Persiapan  Kunjungan Kerja
Presiden ke KTT ASEAN dan
KTT G-20, bahwa dalam koridor
ASEAN: “Pembahasan yang
dilakukan berulang-ulang dan
membosankan, sehingga
Pemerintah agar mencari topik
bahasan yang berbeda, tetapi
dapat di-goal-kan.  Sebagai
contoh, agenda konkret yang
disampaikan Menteri Keuangan
mengenai ASEAN Currency
yang dijadikan sebagai local
currency untuk negara-negara
di ASEAN. Selain itu,
pembahasan mengenai
kepabeanan melalui kerja sama
dengan kantor Bea dan Cukai di
seluruh negara ASEAN,
pembiayaan infrastruktur
(infrastructure financing), dan
asuransi bencana alam. Hal-hal

konkret tersebut baik untuk

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu adanya suatu pendalaman dan

penyerapan pandangan dari lintas sektor Kementerian dan Lembaga, termasuk sektor
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akademisi guna penyelarasan pandangan untuk konsep Keketuaan Indonesia bagi
ASEAN yang sejalan dengan Visi Misi Indonesia Maju 2019-2024.

3) Focus Group Discussion dengan Tema “Penguatan Kerja Sama Internasional

dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia”, tanggal 26

November 2019

%

L
SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor B. 123! /Polhukam-3/11/2019

Sifat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth.

Hal Permohonan sebagai Narasumber Direktur Eksekutif,
Wahid Foundation
di
Jakarta

Jakarta, 20 November 2019

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Kabinet bermaksud
untuk menghimpun pandangan dan masukan tentang “Penguatan Kerja Sama
Internasi Dalam P Terori dan ikali di i
dalam acara Focus Group Di: ion yang akan di
26 November 2019 di Ruang Rapat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Gedung |Il
Lantai 2, Kementerian Sekretariat Negara, JI. Veteran No. 18, Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Bapak berkenan menjadi
narasumber pada acara Focus Group Discussion dimaksud.

pada hari Selasa,

Terlampir kami sampaikan kerangka acuan kegiatan (term of reference) sebagai
bahan diskusi terbatas, dan formulir kesediaan menjadi narasumber.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Asisten Deputi
Bidang Hubungan Internasional,

FGD diselenggarakan dengan

tujuan untuk menggali masukan

kebijakan strategis penanggulangan
radikalisme dan terorisme serta untuk
mengetahui sejauh mana penguatan
kerja sama internasional yang perlu
dilakukan dalam mengatasi hal tersebut,
utamanya dikaitkan posisi Indonesia
sebagai anggota Dewan Keamanan

PBB dan Anggota Dewan HAM PBB.

Dalam kaitannya dengan kerja
sama internasional perlu dilakukan; (i)
modelling/best practices negara-negara
yang memiliki tipologi sama; (i)
pertukaran pembelajaran (people-to-
people contact); (iii) riset lintas negara,
(iv) technical assistance untuk negara-

negara yang masih lemah dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme; serta (v)

kerja sama dalam memotong financing network gerakan terorisme.
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Langkah-langkah di atas harus didukung dengan pendekatan-pendekatan yang
lebih soft (tidak selalu mengedepankan pendekatan keamanan dan militeristik) guna
mendapatkan long term solution. Kerja sama yang dibangun (bilateral, regional, dan
multilateral) hendaknya dapat dipetakan efektifitas kemanfaatannya. Kerja sama
selatan-selatan dianggap ideal dalam memperkuat penaggulangan radikalisme dan

terorisme di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan posisi Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan
Keamanan PBB dan Anggota Dewan HAM PBB, Indonesia dapat mendorong isu arms
trade yang terbuka dan
transparan. Selain itu,
Indonesia juga dapat
mendorong isu-isu
pembangunan agar lebih
dapat memahami alasan-
alasan mendasar
tindakan radikalisme dan

terorisme.
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5. Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan

Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Rl pada Organisasi Internasional (Ol)

Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Ol merupakan bagian dari
kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi Sasaran Strategis Politik Luar Negeri
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Nawacita, yaitu untuk mewujudkan
kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional. Sehubungan
dengan itu, jumlah keanggotaan Indonesia pada Ol selalu bertambah setiap tahunnya
dan hingga tahun 2019 Pemerintah RI tercatat menjadi anggota pada 240 Ol dengan
total alokasi anggaran mencapai Rp780 miliar. Hal ini menimbulkan konsekuensi
pemenuhan kewajiban kontribusi keanggotaan yang cukup besar mengingat 10 tahun

lalu alokasi anggaran untuk 198 Ol hanya sejumlah Rp205 miliar.

Menindaklanjuti hal tersebut, guna mempertahankan nilai strategis
keanggotaan Indonesia yang berkaitan erat dengan aspek efisiensi anggaran
keanggotaan pada Ol dimaksud, maka Pokja Ol yang beranggotakan Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat
Negara, dan Sekretariat Kabinet bertugas melakukan pengkajian secara menyeluruh
dengan tujuan untuk mengurangi beban kontribusi melalui pemberhentian status
keanggotaan pada Ol yang dipandang tidak bermanfaat. Pokja juga menghimbau
kepada instansi penjuru yang menjadi koordinator keanggotaan pada masing-masing
Ol untuk menyampaikan laporan pemanfaatan secara rutin, evaluasi mandiri, dan

mendorong Ol terkait untuk melakukan efisiensi anggaran kontribusi.

6. Implementasi Kegiatan Kerja Sama yang Konkret berdasarkan Memorandum
Saling Pengertian Sekretariat Kabinet dan Kementerian Legislasi Korea

mengenai Pembentukan Badan Legislasi Tunggal Republik Indonesia

Pada bulan September 2018, Presiden berkunjung ke Korea Selatan dan
menyaksikan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) mengenai
Kerja Sama antara Sekretariat Kabinet dan Kementerian Legislasi Korea mengenai
Pembentukan Badan Legislasi Tunggal di Indonesia. Pada November 2018, Menteri
Legislasi Korea menyampaikan bahwa pembentukan Badan Legislasi Tunggal sangat

penting di Indonesia. Implementasi kerja sama yang konkret guna menindaklanjuti MSP
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Number B.05% (Polhukam/07/2019 Jakarta, July 1¢"2019
Attachment: - To.

Subject Admission Notification Letter Ms. Yeoniji Lee
I - Deputy Director

Ministry of Government Legislation

Republic of Korea

Dear Ms. Yeonji Lee

It was great pleasure to meet you in Jakarta on June 24" 2019. The meeting on June

24" have reached many prod discussions and understanding on measures to
improve legislative process as well as cooperation between Cabinet Secretariat of The
Republic of Indonesia and Ministry of Government Legislation, Republic of Korea

To follow-up the results of meeting on June 24" 2019, Cabinet Secretariat of The
Republic of Indonesia informs you that we accepted your dispatch to Indonesia for the
period from September 2™ 2019 through February 16 2020.

We understand that your main tasks are conducting a research cooperated with the

Cabinet Secretariat of The Republic of Indonesia on legislative process of Indonesian

g and its i tas a y stage of building a united legislative
organization. You will be working at the Cabinet Secretariat of Indonesia as a researcher

during your working period. You will be provided with workspace, equipped with a desk

Ref.: B- 30 /Seskab/DKK/01/2019 Jakarta, 23 January 2019

Her Excellency

KIM OE-SOOK

Minister of Government Legislation of
the Republic of Korea

Government Complex-Sejong

20 Doum 5-0, Sejong-si

30102, Republic of Korea

Your Excellency,

1 would like to acknowledge receipt with gratitude of your letter of December 2018. It
was a great honour for me to welcome you and delegates to Indonesia. | highly
your willingness to give a keynote speech at our seminar on 28 November 2018.

After the seminar, your delegates also joined the fruitful Discussion Forum *Lesson
Learned: Korea Single Centered Government Legislation Body" as speakers, on 29
November 2018, at the Cabinet Secretariat. The discussion enriched our knowledge and the
Republic of Korea became a role model of the establishment of a single centered body on
government legislation.

Regarding our further cooperation, it is my fervent hope that our two institutions may
agree on and implement the Technical Arrangement Plan of Action as the implementation of
the Memorandum of L on Cooperation between the Cabinet Secretariat of the
Republic of Indonesia and the Ministry of Government Legislation of the Republic of Korea.

Please accept, Excellency, the assurances of my sincere consideration

computer and telephone at the Cabinet secretariat of The Republic of Indonesia. As we
agreed, Ministry of Government Legislation, Republic of Korea will be responsible for the
coverage of costs relating to your wage living expense, transportation and housing.

We believe that your work in Indonesia will contribute to build a united legislative
organization in Indonesia as well as to establish firm cooperative relationship between the

two organizations

We are looking forward to having you with us.

{Getounys,

Eadjandyah Lubis
Deputy of Politics gy and@8curity Afairs
Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia

dimaksud dilakukan dengan menugaskan delegasi dari Republik Korea untuk bertugas
di Sekretariat Kabinet, sehingga diharapkan action plan dapat ditandatangani untuk
menegaskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk dapat berkontribusi dalam
mewujudkan pembentukan Badan Legislasi Tunggal dan reformasi legislasi di

Indonesia.

7. Usulan Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde,

Kamerun

Menteri Luar Negeri menyampaikan usulan pembukaan KBRI di Yaounde,
Kamerun, sebagai salah satu upaya peningkatan infrastruktur diplomasi Indonesia di
kawasan Afrika Tengah. Menteri Luar Negeri menyampaikan pertimbangan positif
terkait rencana pembukaan KBRI di Yaounde, Kamerun, vyaitu: (i) Indonesia telah
memiliki hubungan diplomatik dengan 45 negara dari 46 negara Afrika Sub-Sahara,
namun dari 11 perwakilan RI (10 KBRI dan 1 KJRI) belum terdapat perwakilan yang
berada di kawasan Afrika Tengah; (i) Keberadaan KBRI di Yaounde, Kamerun, yang

fokus pada negara-negara Afrika Tengah, akan meringankan beban kerja KBRI Abuija,
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yang telah merangkap 14 negara di

% kawasan Afrika Sub-Sahara,
sehingga fungsi KBRI Abuja dapat
difokuskan pada kawasan Afrika

Nomor B.0 22\ /Seskab/Polhukam/06/2019 Jakarta, 20 Juni 2019
Lavgbans oot Kepada Yt Barat; (iii) Pada bidang ekonomi,
Perihal Penyampaian Arahan Presiden RI Menteri Luar Negeri
R Repick Vo @ lkein perdagangan, dan investasi,
Yaounde, Kamerun
pembukaan KBRI di Yaounde
2019 kepada Presden. Rl perhal uslan pembukaen Kedutasn Sesar Rooui berpotensi  menguntungkan  bagi
Indonesia (KBRI) di Yaounde, Kamerun (salinan surat terlampir), bersama ini dengan
hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan arahan tertulis: . .
“Undak anjut. ’ Indonesia; dan (iv) Keberadaan KBRI
Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Menteri Luar Negeri dapat
froiiregh ool gt il gt gons di Yaounde dapat membantu
direalisasikan pada kesempatan pertama.
Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami sampaikan terima kasih pelaksan aan tUgaS 212 personel
Séktetai Kabinet, pasukan perdamaian Rl di Republik
P\% Afrika Tengah dalam misi
Tembusan Yih. Multidimensional Integrated

Presiden RI, sebagai laporan

Stabilization Mission in the Central
African Republic (MINUSCA), serta
membantu memberikan perlindungan
dan akses kekonsuleran bagi WNI di

kawasan Afrika Tengah.

Pembukaan KBRI di Yaounde, Kamerun, merupakan salah satu upaya
memperkuat kerja sama ekonomi dengan kawasan non-tradisional, termasuk Afrika,
sebagaimana arahan Bapak Presiden dalam Rapat Koordinasi Kepala Perwakilan pada
bulan Februari 2018. Kamerun merupakan salah satu negara di Afrika yang secara
konsisten memberikan dukungan kepada Indonesia dalam fora internasional, antara
lain mendukung pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB (2010-2012
dan 2015-2017), Anggota Dewan International Maritime Organization (2016-2017),
serta Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. KBRI di
Yaounde juga dapat mendukung peningkatan kerja sama Indonesia dengan negara-
negara lain di kawasan Afrika Tengah, mempertimbangkan kawasan tersebut
menawarkan peluang sebagai pasar potensial bagi produk-produk industri strategis

Indonesia.
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A.3.2. IKU 2: “Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan
izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di
Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan”.

Capaian Indikator Kinerja (2) diukur dengan membandingkan jumlah rancangan
rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan
jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan. Sepanjang tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
menghasilkan output 127 rancangan rekomendasi atas permohonan izin prakarsa dan
substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional,
yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Seluruh
rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Berdasarkan
formulasi perhitungan, maka capaian Indikator Kinerja (2) sebesar 100%,

sebagaimana tampak dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2019
Indikator Kinerja Realisasi Output Target Ce}palgn
Kinerja
Persentase rancangan| Jumlah rancangan rekomendasi 127 100% 100%
rekomendasi persetujuan atas permohonan izin rancangan
persetujuan atas prakarsa dan substansi rancangan rekomendasi
permohonan izin peraturan perundang-undangan di
prakarsa dan bidang hubungan internasional yang

substansi rancangan | disetujui oleh Deputi Bidang Politik,
perundang-undangan | Hukum dan Keamanan

di bidang hubungan Jumlah rancangan rekomendasi 127
internasional yang persetujuan atas permohonan izin rancangan
disetujui oleh Deputi | prakarsa dan substansi rancangan rekomendasi
Bidang Politik, Hukum | perundang-undangan di bidang

dan Keamanan hubungan internasional yang

disampaikan kepada Deputi Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan.

Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output rancangan
rekomendasi pada Indikator Kinerja (2) terdiri dari: 19 orang SDM (satu analis masih
menempuh pendidikan S-2 luar negeri), dokumen Standar Pelayanan, alokasi anggaran

Rp 201.788.000 serta surat-surat yang masuk dari K/L terkait berupa pembahasan
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mengenai pengesahan perjanjian internasional melalui peraturan perundang-undangan,
monitoring status naskah dan implementasi perjanjian internasional. Dalam penyusunan
rancangan rekomendasi ini, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional terlibat aktif
dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi antarkementerian antara lain: (i) Panitia Antar
Kementerian (PAK) pengesahan perjanjian-perjanjian internasional (perjanjian bilateral,
regional dan multilateral); (ii) monitoring status naskah hukum dan implementasi
perjanjian-perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah RI; serta (iii)
rapat-rapat koordinasi lainnya tentang isu-isu yang membutuhkan dasar hukum nasional
dalam pelaksanaannya baik diselenggarakan di dalam kota maupun luar kota. Uraian
mengenai beberapa capaian Indikator Kinerja (2) beserta data dukungnya akan kami
highlight berikut ini.

1. Penetapan Keputusan Presiden mengenai Penutupan Sementara Kedutaan

Besar Republik Indonesia Sanaa, Yaman, yang Berkedudukan di Salalah, Oman

Pada tahun 2015, KBRI Sanaa, Yaman, dipindahkan ke Salalah, Oman, dengan
mempertimbangkan kondisi keamanan yang tidak stabil di Yaman akibat perang saudara.

Dalam perkembangannya, keberadaan

% KBRI Sanaa di Salalah menimbulkan

\}3[.\,3:,”'\',f‘.';{\[._\"\\,‘,,;3\. beberapa permasalahan terkait sikap

Morer sasiel P s g SOS Pemerintah Kota Salalah dan tidak dapat

o i i diberlakukannya  kekebalan  diplomatik

) terhadap personel KBRI Sanaa yang

berkedudukan di Salalah, mengingat KBRI

PO ———— tersebut  tidak terakreditasi kepada
ggg N Pemerintah Oman.

Sehubungan dengan kondisi

tersebut, Kementerian Luar  Negeri

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

¥ berencana melakukan penutupan

Fadlansyan Lubis
sementara terhadap KBRI Sanaa yang
berkedudukan di Salalah, untuk selanjutnya

tugas pokok dan fungsi KBRI Sanaa
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tersebut akan dirangkap oleh Perwakilan RI terdekat, yaitu KBRI Muscat, Oman.

Rencana penutupan sementara KBRI Sanaa yang berkedudukan di Salalah
tersebut akan menimbulkan beberapa konsekuensi, terkait anggaran dan penempatan
personel. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Luar Negeri berencana
memindahkan personel aktif dan anggaran KBRI Sanaa ke KBRI Muscat, mengingat
KBRI Muscat akan menjalankan tugas pokok dan fungsi yang selama ini ditangani oleh
KBRI Sanaa.

Penutupan sementara KBRI Sanaa yang berkedudukan di Salalah ditetapkan
melalui Keputusan Presiden yang terdiri atas ketetapan penutupan sementara KBRI
Sanaa, perangkapan fungsi KBRI Sanaa oleh KBRI Muscat, serta perpindahan anggaran

dan personel dari KBRI Sanaa ke KBRI Muscat.

2. Penyelesaian Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional

Sekretaris Kabinet mendapat tembusan Surat Presiden kepada Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Nomor R-60/Pres/12/2018 mengenai rencana pengesahan 7 (tujuh)
PPI dalam kurun waktu 2015-2018 sebagai berikut:

1) First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New
Zealand Free Trade Area;
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2)

3)
4)

5)

6)

7

z &

PRESIILN
~ HLFULLIE FHODNES LA
Jakarta, 22 Janvari 2019

Nomor B. 29 [Seskab/Polhukam/Ol /2019 Kepada Yth s £ Duwember 3000
Sifat Segera Moriar R AA(Trea 202015 Kepsda Y.
Lampiran - 1. Menteri Perdagangan Sifat @ degera HETLA
Hal Mekanisme Pengesahan Perjanjian 2. Menteri Luar Negeri Larniran : Sa"‘l' berkas N . OEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Perdagangan Intemnasional Perhal . Penganpaian 7 (biih]  Sainan REPUBLIK INDOMESLA
di Jakarta Perubomn Proside  menganai
Pengesaban Porjanjian Perdagsrgan i
Intesrriasicnal

Jaks-e
Sehubungan dengan telah disampaikannya Surat Presiden kepada Ketua Dewan ’
Perwakilan Rakyat Nomor R-60/Pres/12/2018 perihal Penyampaian 7 (tujuh) Salinan Peraturan

Presiden mengenai Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI), bersama ini dengan Pemerintz |-donosia  dalsm kurim wakiu tahur 20152018 teah

hormat kami sampaikan i n[»%naﬁ?a Perjanjien Pamdagargan Intsmaeicnel (PRI

1 Perlu segera dl\akuk@n implementasi terhadap 7 (tujuh) PPI, baik dalam nofifikasi kepada 2 Burat Presides Momer H-2X7reafidiZC15 tenggal 5 Maret 2015 menge-al
counterpart dan penyiapan peraturan pelaksananya, untuk mengantisipasi tindak lanjut DPR Pangesahan Swer Protosol o Amenn e Agresiben! Esfabiiling o AZEAN.
setelah menerima surat Presiden dimaksud. Auatraiia-tiaw Zealend Fron Tk Al

2. Perlu adanya pembahasan dengan DPR unfuk mendapatkan pemahaman bersama dalam b. Sural Presiden Nomor R-21Pms!/042005 tanggal B April 2016 mengenai
lingkup Perjanjian Perdagangan Internasional sesuai, terutama mengenai (i) pembatasan Pennasahan Agresmant on Trads i Sandcss undsr the Fmmeater Agrseman
akses pasar, (i) konsep mekanisme pembahasan dengan DPR, (jii) konsep persetujuan i O e DOoparancn hetwsan s o Southecst
OPR, (i) tenggat waktu penyampaian PPl dari Pemerintah kepada DPR, dan (v) N 2“'”“‘9”"9“‘9'7"’"959\”"_“"""“' ke, . .
pemenuhan tenggat waktu penyampaian persetujuan DPR kepada Pemerintah atas PP & Sural Presidén Momer P-1dProsl22016 tanggal 22 Februad 2M6 mangacai

Pengzsahan ASEAN Agresmant on iMacizal Davics Direchis;

Implementasi PPl dan pembahasan dengan DPR dimaksud kiranya dapat dilakukan sesuai 4. Surat Presiden Nomor Relalreaiddici tanggal 2 Maret 26 mengerai

dengan koridor hukum yang tepat dengan tidak mengesampingkan peraturan perundangan yang Psigeeahan Thrd vieeocsd fo AMEN0 fla AGresment o Trans i Coach wider T
berlaku. ) Frameney A Coon o iew Eooicimic O ion anang  the
Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih. - Giewsments of the Member Countrige of the Assocission of Souwhesat Azies

Naficnz and the Repobiic of Karss;

& Hural Preelden Momor R 1BPesi03EC16 tanggal 2 Marct HME meongorai
Pengesahan Frafre (o A Frarsowaed on Comnprehonsien Somcmic So-
apwatkni aeed Sl Ao 5 Thersunoer betvesan the Associgfion of
Sektalhexest Asian Motions [(ASE, o the Pecnis s Raouilic of Shins;

I Surat Prosidon Nomer R-2</Prew0X2015 tanggal 23 Mal 2016 mengeral
Pengosahan AFroncs! o mofament the Wisth Psckage of Sommbments anoar e
ASEAN Framesronk Agresmant 0n Seraces; dan

p- Surat Fresiger Mpenor R-21Pre='0402015 tanggal 27 Aprik 2018 mengenai
Fengesahan Protcksl Peruhahan Peqanjien Perdagangan Frefensnzial antara
Fetmias slah Ropublik Imdonozia dan Pema -iah Rspublik 1slsm 2akistan.

Tembusan Yth.:
Presiden RI, sebagai laporan

Salanjutnya.. ..

Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on
Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian

Nations and the Republic of India;
ASEAN Agreement on Medical Device Directive;

Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework
Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of
the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the

Republic of Korea;

Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Cooperation and
Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) and the People’s Republic of China;

Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN

Framework Agreement on Services; dan

Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan.
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3. Penetapan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan

dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional (KKOI)

Pokok tata kelola Ol pada Perpres 30/2019 yang menjadi bagian dari

sosialisasi, yaitu:
1) Definisi Ol
Terdapat limitasi yang semula merupakan seluruh entitas internasional, baik

yang diikuti pemerintah maupun non pemerintah, pada Perpres yang baru dibatasi

hanya pada Ol antar pemerintah.
2) Prosedur Keanggotaan dan Kontribusi

Perpres terbaru mengatur secara rinci pengusulan, penetapan dasar hukum,

pelaporan, evaluasi,
penghentian, pengaktifan
5 kembali keanggotaan OlI, serta
= pengusulan dan pembayaran
SEKRETARIAT KABINET
RECRLIR TN kontribusi. Perlu diperhatikan
Jakarta, 27 Mei 2019
Nomor : B. 0386 /Polhukam/05/2019 Kepada Yth. pU|a bahWa be rdasarkan Pasal
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : - 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 17 pada Perpres tel‘d apat
Perihal  : Penyampaian Peraturan Presiden 2. Para Kepala Lembaga
Nomor 30 Tahun 2019 Pemerintah Non Kementerian;

persyaratan utama pembayaran

3. Jaksa Agung;
4. Kepala Badan Intelijen Negara;

kontribusi vyaitu: (i) harus ada

5. Kepala Staf Kepresidenan,
= dasar hukum keanggotaan Ol;

(i) telah disetujui Menlu; (iii)

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada 10 Mei 2019
telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan
dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional dan diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97 pada tanggal 16 Mei
2019, yang salinannya dapat diunduh dari http://sipuu.setkab.go.id/. De ngan

Demikian, mohon menjadi maklum.

telah dianggarkan dalam APBN.

demikian, unsur

Deputi Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan,

Fad!ansya}fi ;uﬁﬁ’ s

Tembusan Yth.:
Sekretaris Kabinet, sebagai laporan.

pemanfaatan dan kontribusi oleh
Pemri harus dapat diproyeksikan

sejak pengusulan keanggotaan.
3) Pembayaran Kontribusi

Pembayaran kontribusi
tidak lagi dibayarkan secara satu

pintu melalui Kemenlu.
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Kontribusi jenis tertentu dibayar
N melalui Kemenkeu dan Instansi
Y Ry,
ﬂ Penjuru (IP) dengan pembagian

s

)

sebagai berikut: (i) Kemenlu
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA melakukan pem bayaran kontribusi

NOMOR 30 TAHUN 2019

wajib dan sukarela reguler; (ii)

TENTANG
KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA . .
PADA ORGANISASI INTERNASIONAL Kemenkeu membayar kontribusi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA trust fund: dan (III) P

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

membayarkan kontribusi wajib dan

Menimbang : a. bahwa keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada
Organisasi Internasional merupakan perwujudan dari
diplomasi multilateral dan pelaksanaan politik luar SUkarela non regU|er Serta
negeri bebas dan aktif;

. bahwa Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 kontr|bus| khusus untuk perjan“an

tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi

Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi- Internas'onal’ proyek’ forum1

organisasi Internasional sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat

AN Tt iR asosiasi, biaya berlangganan, dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu . .
menetapkan Peraturan Presiden tentang Keanggotaan In_klnd
dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi
Internasional; .
4) Kelembagaan Pokja
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Keppres terdahu|u t|dak

MEMUTUSKAN: L .
mengatur secara rinci mengenal
Menctapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEANGGOTAAN DAN
KONTRIBUSI ~ INDONESIA ~ PADA  ORGANISASI
INTERNASIONAL.

kelembagaan Pokja sementara
— Perpres baru menempatkan Pokja

sebagai pembantu Menlu yang

beranggotakan  Kemlu, Kemkeu, Kemsetneg, Setkab, ditambah dengan

KemPPN/Bappenas sebagai anggota baru.

Setkab menyampaikan concern pada tertib administrasi dan tata kelola Ol
dengan Instansi Penjuru yang berasal dari anggota Pokja serta beberapa hal yang pada
intinya menjelaskan bahwa sesuai Pasal 4 Perpres 30/2019, entitas yang menjadi
anggota Ol harus mampu mengoptimalkan manfaat keanggotaan dengan
memaksimalkan aspek kualitatif dan kuantitatif dalam koridor kepentingan nasional,
antara lain berupa kerja sama teknik, nilai bantuan, program pembangunan, dan WNI

yang bekerja pada Ol.
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4. Penetapan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Statute for the Standards
and Metrology Institute for Islamic Countries (Statuta Institut Standar dan

Metrologi untuk Negara-Negara Islam)/SMIIC

RPerpres tentang SMIIC diajukan oleh Menteri Luar Negeri kepada Presiden
dengan surat Nomor 046/HI/02/ 2019/08/01 tanggal 14 Februari 2019. Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan pemrakarsa penyusunan RPerpres tersebut.
RPerpres ini akan menjadi dasar hukum keanggotaan Indonesia pada SMIIC untuk dapat

berpartisipasi aktif dalam menyusun standar, penilaian kesesuaian, dan metrologi.

Presiden telah menetapkan RPerpres SMIIC tersebut pada tanggal 19 Juli 2019
menjadi Perpres Nomor 52 Tahun 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 137 pada tanggal 24 Juli 2019.

1
’N

=

% £
Ay,
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG
PENGESAHAN STATUTE FOR THE STANDARDS AND METROLOGY
INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES (STATUTA INSTITUT
STANDAR DAN METROLOGI UNTUK NEGARA ISLAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat berperan aktif dalam
pengembangan standar dan metrologi yang digunakan
di negara Islam, negara Indonesia perlu menjadi
anggota Institut Standar dan Metrologi untuk Negara
Islam (the Standards and Metrology Institute for Islamic

Countries);

o

. bahwa negara Indonesia mempunyai kompetensi di
bidang standardisasi dan metrologi yang maju di antara
negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam sehingga
keanggotaan negara Indonesia dipandang sangat
penting bagi negara anggota Institut Standar dan
Metrologi untuk Negara Islam (the Standards and
Metrology Institute for Islamic Countries);

¢. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional, pengesahan Statute for the

Standards and Metrology Institute for Islamic Countries

(Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara

Islam) dilakukan dengan Peraturan Presiden;

d. bahwa...
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5.

Partisipasi Aktif Personel Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
dalam Berbagai Kegiatan Tim Panitia Antar Kementerian dalam rangka

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Name B.0III [SeskabPolhukami3r2018 Jakarta, & Mare! 2018
Sifat Biasa

ia Mayasari, S.IP., MA. NIP.
a

Tim Panitia Antar Kementerian yang diikuti oleh Pejabat Asisten Deputi Bidang

Hubungan Internasional selama tahun 2019 dalam rangka penyusunan Peraturan

Perundang-Undangan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Penyusunan Permenlu tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres tentang

Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional;

Pengesahan Agreement on Investment among the Government of the Hong Kong
Special Administrative Region of the People’s Republic of China and the Member
States of the Association of the Southeast Asian Nations/AHKIA,;

Penyusunan Perpres untuk Ratifikasi Persetujuan ASEAN-Hong Kong, China Free
Trade Agreement;

Penyusunan Perpres tentang Pengesahan Protocol 2 Designation of Frontier Posts;

Penyusunan Perpres tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on the
Facilitation of Inter-State Transport (AFAFIST);

Penyusunan Perpres tentang Pengesahan Protocol Amend ASEAN Plus Three

Emergency Rice Reserve;
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7) Penyusunan Perpres untuk Aksesi Convention of 5 October 1961 on Abolishing the

Requirements of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention);

8) Pengesahan Agreement on the Establishment of Coordination Centre for Animal
Health and Zoonoses (ACCAHZ);

9) Penyusunan Perpres tentang Kelembagaan Sethas ASEAN-Indonesia;
10) Pengesahan First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement; dan

11) Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik

Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal.

% %

SEKRETARIAT KABINET SEKRETARIAT KABINET SERRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor - B, 51 /Ponkan-3122019 Jakanta, (b Desomber 2019
Jakara, 13 A 2018 St Hiovembes 357D St - Seger
N Rz Pol 072019 ey th, L. et
ot 2 Polhukam 30772 poda ¥ % enyarpeian Arggeta PAK Pengesahan  Kapala Bira Peratiran P
pds Nomor  : B 1182 /Polhukam-11/2019 th, Diroktur Porundingan fl oy Gk DK Po o i, one e
it SR sifat Biasa ASEAN Kemanterian - b
dniah Ropuik Sigapuramengonal  Pimonan.  Badan _ Koordnas
Hal f_’;ﬂ;ﬂ;ﬂm P::*ﬁ’:* :’;‘; 3@:‘;&&':? Pusatdan Lampiran : - Perdagangan Penrgkstan dan Perindungan Penaraman wm«n 'an Modal (BKPM)
Kerrantoran Kermeniaran Hoken dan HAM tal Penyampaien Uaudon Narma Celon Soae S
Tm Pats Amx  d e — doka
¢ Kementedan  dolsm  rangia
dnaria a0 the Firt Protocol o Jakarta Merindskianut surst Kepala Biro Pecauran Perundang-undargan, Humas dan TU
e rack in Goods mpinan, Badan Koordinasi Penanarman Mod Nomar: 988, 2)A. V2018 tanggai 26 November
Setubungan dengan surst Dirskiur Otocas Pusat den Hukum Amend e ASEAN Trads I Goods Pl eacen o P Nodaltmor PR oS tangnl 28 Noveal
2015, dengan hamat daampakan dua Arggota PAK. Pengesahan Persetujian antara
ntemasionsl, Kementonan Hukom dan HAM Normor AHU 5 UM 01 013226 Agrosmont = - s
Rl T S 07D e parrehoran parsessan o —_——— Pucih i o P ok Sogmprs el Pt b
Anggola Pantia Antar Kemeniecian penyusunan Rancangen Peraluron . enanaman Mods! dar Asisien Depull Bdang Hubungan intemasions, Depu Bilang Poll
Presiden untuk aksesi Canvention of § Oclober 1961 on Abokshi Sehubungan 09_"95" surat Drektur Perundingan ASEAN  Kementerian Hukum dan Kesmanan, Sekretariat Kabinet. ysitu.
eiramints of Lopstiatn P Cormion PUbls. Documerts Gpsctss Perdagangan, nomor. 744PPLYSDOAZO1S, tangoal 18 Seplember 2010, pechal :
Canvention), bersama ini dengan homat kami sampakan Permintsan Anggota Psntia Antar Kementerian (PAK) Ratificssi First Profocol 1o Amend - L PR
Srl Wahyu Utami, SIP, ME., NIP. 19680816 194032 001, Perbins e ASEAN hormat Jabstan Asisten Deput Bidang Mabungan intemssional
Ti 1 (Vi) Kepala Bidang Hibungan Wiulisiers pada Askden Deput 1. Sdr. Novilia Mayasari, S.1P., WAL, NIP, 16801127 200604 2 004, Pombina 2 e et A
B e P . o ottt et -, P T .
Panis Antar 2. Sdri. Kartika Puspitasarl, SH, NIP. 10910422 201802 2 001, Pensta Moda o Kapala Biang Hubungan Blteral
Demikian, tas perhatian dan kera sama yang bak kami capken T | (), Kepala Subidang Hubungan Regional Amarka dan Exopa,
torma kasin untuk duduk s tim Paniia Antar Kerenterian dimaked
sisten Daput Bidang Demiian, atas keria sama Dirsktr, Aaiston Doput B
Hubungan Intomasona Hatuogen rdemaskes,

Asisten Deputi Bideng

/fqm‘,}/ Hudungap Internasional
e

bt Ay
Tembusan
Doguts Bekang Pohukam, sebagai laporan
Tembusan
Dopt Bitang Polt, Hokum, dan Kesmanan, Sekrotart Kal
SEKRETARIAT KABINET SEKRETARIAT KABINET SEKRETARIAT KABINET
REFUBLIK INDONESIA PUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
- - Jakerta, 4 September 2019 Nomor - 8,0% 12 Polhukamit42018 Jakarta, 24 April 2019
Jakarta, 78 Agustus 2018
Sfat - Segera i
epada Vi
" o Namer n IPolhukami0812019 Kepada Yth. Lampean - »
Nemor © B.0bYS /Polhukami082018 Yth. Direktur Jenderal e shin Direkdr Sohdoral K Hal Peryampaian Anggots Tim PAK  Kepals Badsn Ketshanan Pangan,
sifat Biasa Petornakan dan Keschatan iz P AR e S ASEAN R Penjusunan  RPerpres  tentang  Kementerian Pertanian RI
Lampran - Howan, Kementarian s d Pengesshan Priocol fo Ameod g
Hal Peryampaisn Nama Anggota  Perta) Panit Antar Luar Nogeri APTE
et il Kamertorin dsam rangka S _ Jakarta
Tim Panitia Antar Kementeran Peayusunan  RPerpres di
dalsm  rngka  Ratfkes ol ;:; idirbar
Agreement on the Estabishan ubungan dengan surat Kepala Badan Ketahanan Pangan. Kementerian
of Coordintion Centre forAnimal Jakarta 59‘*'?"1"‘"5!‘“5"‘5&‘"' Jakata Porianian, nomor B-1SSIKL2I0AOAE0% tanggal 12 April 2019 menganai Permntasn
% d Indonesia Anggota Ten Panitia Antar Kemanterian (PAK) unituk Peayusunsn Rancangan Peraturan
Prosiden tentang Pengesahan Profocol fo Amend APTERR, bersama ini dengan homat
Sehubungan dangan surat Saudara Nomor: 03855KANE/2018/41/08, tanggal 28 e pacrpulonr peuge ar:
Jenderal Agustus 2019 perhal Permohonan Usutan Nama Pejabat untuk Revisi SK Menteri Luar Johar Arifin, §.IP. M.P.M., NIP. 19500227 189503 1001, Pembina Utama Muda. Vic,
Kementarian Pestanian nomor 18084/0T.0S0/F/0B/2018, tanggal 18 Agustus 2019 Negerl tentang Pembentuksn Tim Paniia Antar Kementerian (PAK) Penyusun :*:'H“Dm" Hubungan Intemasional. Kedeputian Bidang Poitk, Mukum,
perial Permohonan Anggota Panitia Antar Kementerian dalam rangka Ratifkasi Rancangen Peraturen Presiden tantang Kelembagaan Satnas ASEAN-Indonesia, ——
Keikutsertaan dalsm Agreement on the Establishment of Coordination Cenire for bersama ini kami sampaikan nams-nama Pejabat yang ditugaskan untuk masuk dalam untuk duduk sebs ggota Tim Panitia Antar
Animsi Heath and Zoonoses (ACCAMZ). bersama ini dengan hormat. kams tim Smaksud. yaitu A,
i i Puinom Bl B, L, mikian, atas perhatan dan kerja sama yang bek, kami ucapkan ferima kasih
Sdr. Johar Arifin, S.IP, M.P.M. NIP. 19690227 169503 1001, Pembina Utsma NP 1019600701 190903 1001
Muda (IVic), Asisten Deputi Bidang Hubungan Inlemasional, PangkatiGol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Depu Bidang
urauk duck e A Jabstan Asistan Deputi Bidang Hukum. Hak Asasi Manusia, ok, Hukurn, dan Keamanan,
u dan Aparatur Negara &
Demikian, atas perhatian dan kerja sama Droktur Janderal, kami ucapkan 2. Nama Johar Asifin, S.1P, MP.M
terim kasin NP 19690227 199503 1001
PangkatiGol | Pembina Utama Muda (IVic)
Jabsten ‘Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Deput Bidang Palitk
_Hudum. dan Keamanan
LD

e, Tembusan Vi
E5 Dopats Bidang Poit. Sekretars Kabnel, sebagaiaporan
75, Holtg, dan Kaaransn

Dermikian, atas peatian dan kerja sama Saudara, kami ucepkan terima kash.
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A.3.2 IKU 3: “Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet,
rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui
oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan”

Capaian Indikator Kinerja (3) diukur dengan membandingkan jumlah rancangan
rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan
jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan. Sepanjang tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional menghasilkan output 56 rancangan rekomendasi terkait materi sidang
kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden di bidang hubungan internasional, yang disampaikan kepada Deputi
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Seluruh rancangan rekomendasi tersebut
memperoleh persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan selanjutnya
diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka capaian
Indikator Kinerja (3) sebesar 100%, yang digambarkan dalam tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2018

Persentase Jumlah rancangan rekomendasi 56 100% 100%
rancangan terkait materi sidang kabinet, rancangan

rekomendasi terkait| rapat atau pertemuan yang rekomendasi

materi sidang dipimpin dan/atau dihadiri oleh

kabinet, rapat atau | Presiden dan/atau Wakil
pertemuan yang Presiden di Bidang Hubungan
dipimpin dan/atau | Internasional yang disetujui oleh

dihadiri oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan
Presiden dan/atau | Keamanan
Wakil Presiden di - ["3ymiah terkait materi sidang 56

Bidang Hubungan | kapinet, rapat atau pertemuan

Internasional yang | yang dipimpin dan/atau dihadiri gﬂg?nnegn%nasi
disetujui oleh oleh Presiden dan/atau Wakil
Deputi Bidang Presiden di Bidang Hubungan
Politik, Hukum dan | |ternasional yang disampaikan
Keamanan kepada Deputi Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan.

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan output rancangan
rekomendasi pada Indikator Kinerja (3) terdiri dari: 19 orang SDM (satu analis masih
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menempuh pendidikan S-2 luar negeri), dokumen Standar Pelayanan, surat-surat serta
alokasi anggaran Rp412.428.000, khususnya untuk perjalanan dinas mengikuti
kunjungan Presiden dalam menghadiri forum-forum internasional. Dalam penyusunan
rancangan rekomendasi Indikator Kinerja (3), Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional berpartisipasi aktif mengikuti rangkaian kegiatan rapat-rapat koordinasi
antar-kementerian/lembaga untuk penyiapan materi substansi dan butir wicara Presiden
dan/atau Wakil Presiden, baik dalam kunjungan kenegaraan dan/atau kunjungan kerja
ke luar negeri menghadiri pertemuan internasional, maupun ketika menerima tamu
negara di Istana Kepresidenan Jakarta atau Bogor. Selain itu, Asisten Deputi Bidang
Hubungan Internasional juga melakukan penyiapan bahan substansi Sekretaris Kabinet
dalam menerima perwakilan pemerintah/duta besar negara sahabat yang
berkedudukan di Jakarta, serta bahan masukan tentang isu-isu hubungan internasional
yang menjadi topik pembahasan dalam Rapat Terbatas dan/atau Sidang Kabinet yang

dipimpin Presiden, yang sebagian capaiannya dapat kami highlight dalam LK ini.

1. Penyiapan Matriks Butir Wicara Presiden Rl dalam rangka Menghadiri Fora
Internasional dan dalam rangka menerima Tamu Negara: “Penyampaian
Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Kunjungan Kerja Presiden RI
dalam rangka Menghadiri Pertemuan KTT ASEAN ke-35 dan Pertemuan
Terkait Lainnya di Bangkok, Thailand, tanggal 2 s.d. 4 November 2019”

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, melalui Deputi dan Sekretaris

Kabinet menyampaikan 18 (delapan belas) rekomendasi matriks butir wicara dan bahan

substansi kunjungan kerja Presiden RI dalam rangka menghadiri Pertemuan KTT

ASEAN ke-35 dan Pertemuan Terkait Lainnya di Bangkok, Thailand, tanggal 2 s.d. 4

November 2019, sebagai berikut:

1) Matriks Cue Cards Presiden RI dalam Pertemuan Bilateral dengan Sekretaris
Jenderal PBB, Y.M. Antonio Guterres 2 November 2019

2) Matriks Butir Wicara Presiden RI dalam Pertemuan Bilateral dengan Sekretaris
Jenderal PBB, Y.M Antonio Guterres

3) Matriks Butir Wicara Presiden Rl dalam Pertemuan Bilateral dengan Presiden FIFA,

Gianni Infantino
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.
SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

NOMOR :M. 913 /Polhukam-3/11/2019
TANGGAL: 4 November 2019
TANGGAL KEMBALI ; § boviwber 249

REFERENSI :
Bidang Hubungan Regional

PERIHAL : PENYAMPAIAN MATRIKS BUTIR WICARA DAN BAHAN SUBSTANSI w
KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN RI DALAM RANGKA MENGHADIRI T ARIAY KAB
PERTEMUAN KTT ASEAN KE-35 DAN PERTEMUAN TERKAIT LAINNYA DI REPUBLIK INDONE‘Q!A

BANGKOK, THAILAND, TANGGAL 2 S.D. 4 NOVEMBER 2019
MATRIKS CUE CARDS PERTEMUAN BILATERAL PRESIDEN RI
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL PBB, Y.M. ANTONIO GUTERRES, DI SELA-SELA KTT KE-35 ASEAN DI BANGKOK, THAILAND

CATATAN ASISTEN DEPUTI DISPOSISI DEPUTI 2 NOVEMBER 2019
: NO. | POKOK BAHASAN =5 CATATAN
Diajukan kepada - Sudez dutimin tL\& 1. | Papua « Menyampaikan baru saja kembali dari Papua
Yth. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Py * Menyampaikan Papua adalah provinsi pertama yang dikunjungi setelah pelantikan sebagai Presiden RI pada
periode kedua.

«  Kunjungan tersebut menunjukkan perhatian besar Indonesia terhadap kesejahteraan dan pembangunan di

Keamanan 5 GL& ‘

c Papua.
Bersama ini dengan hormat kami ("aé ‘ * Mencatat telah mengunjungi Papua sebanyak 12 kali pada pericde pertama sebagai Presiden RI.
sampaikan hal tersebut di atas ‘A .
«  Mengerti betul apa yang terjadi di Papua dan mensyukurl situasi Papua dan Papua Barat telah kembali normal
Demikian, untuk mohon menjadikan dimana aktivitas ekonomi telah berjalan kembali
periksa. * Menyampaikan peresmian Pusat Pengembangan Start-up Pemuda Papua, Papuan Youth Creative Hub, dan
Jembatan Youtefa yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami dalam kunjungan terakhir |
ke Papua
+ Meyakini hal tersebut akan kreatlfitas dan meng ekonomi di Papua ‘
Johar Arifin «  Meyakini nstrasi di Papua yang berakhir rusuh merupakan rekayasa pihak-pihak tertentu yang

pemilihan Dewan HAM PBB.

Reatonia
b - Nefong|

menghendaki Papua tidak aman untuk mendapatkan perhatian inteasional jelang Sidang Umum PBB dan
‘ * Menekankan bahwa tugas aparat keamanan adalah mengembalikan keamanan publik serta telah

M N / kepada aparat untuk menahan diri dan menghindari aksi kekerasan.
& © Wae i By « Menegaskan bahwa pemulihan keamanan telah dilakukan secara proporsional dan sesuai aturan
3l 0t sl ' . —
: il difan toglalu
Bvx g
\%
Arsip V2 ,'5 [
i
o T 2w ” o o
EHEHERE AT
[wps|3[3] Na |R1| va

Map dan Ledger harsp kembal ke Asisten Deputl Bidang Hubungan Intemasiona

4) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden Rl dalam Pleno KTT ke-35 ASEAN

5) Matriks Butir Wicara Presiden RI dalam Pertemuan Bilateral dengan Direktur
Pelaksana Dana Moneter Internasional, Ms. Kristalina Georgieva

6) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam KTT ke-10 ASEAN — PBB
7) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden Rl dalam KTT ke-22 Asean Plus Three

8) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam KTT ke-22 ASEAN — Republik
Rakyat Tiongkok

9) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden Rl dalam KTT ke-16 ASEAN — India

10) Matriks Butir Wicara Presiden Rl dalam Pertemuan Tete-a-Tete dengan Perdana
Menteri Republik India, Y.M. Shri Narendra Modi

11) Matriks Butir Wicara Presiden Rl dalam Pertemuan Bilateral dengan Perdana
Menteri Republik India, Y.M. Shri Narendra Modi

12) Matriks Butir Wicara Presiden RI dalam Pertemuan Bilateral dengan Perdana
Menteri Jepang, Y.M. Shinzo Abe
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13) Matriks Butir Wicara Presiden Rl dalam Pertemuan Bilateral dengan Perdana

Menteri Australia, Y.M. Scott Morrison

14) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam Special Lunch on Sustainable

Development

15) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam KTT ke-22 ASEAN — Jepang

16) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam KTT ke-14 East Asia Summit

17) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam KTT ke-7 ASEAN — Amerika Serikat

18) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden Rl dalam KTT ke-3 The Regional

Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

2. Penyiapan Bahan Substansi Pertemuan yang Dihadiri oleh Presiden RI:

“Penyampaian Bahan Substansi

%

S

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

| 1- BT
| REFERENSI : ?m"g&,_. r,,._ 3 or
| DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN | 1ANGGAL KEMBALI:

| KEAMANAN

PERIHAL :

PENYAMPAIAN BAHAN SUBSTANSI RAPAT INTERNAL MENGENAI
PERSIAPAN KUNJUNGAN PUTRA MAHKOTA ABU DHABIPANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN BERSENJATA PERSATUAN EMIRAT ARAB (PEA),
Y.M. SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED AL NAHYAN, KE INDONESIA PADA
TANGGAL 24 JULI 2019, DI ISTANA MERDEKA, TANGGAL 19 JULI 2019

CATATAN SEKRETARIS KABINET DISPOSISI PRESIDEN RI

periksa

Diajukan kepada
Yth. Presiden RI

Bersama ini dengan hormat kami
sampaikan hal tersebut di atas.

Demikian, untuk meohon menjadikan

—

Map dan Legger harap kembali ke Sekretariat Kabinet

1

Rapat Internal mengenai Persiapan

Kunjungan Putra Mahkota Abu
Dhabi/Panglima Tertinggi Angkatan
Bersenjata Persatuan Emirat Arab
(PEA), Y.M. Sheikh Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, ke Indonesia
pada tanggal 24 Juli 2019, di Istana
Merdeka, tanggal 19 Juli 2019”

Penyampaian matriks bahan
substansi dan infografis rapat internal
mengenai Persiapan Kunjungan Putra
Mahkota Abu Dhabi/Panglima
Tertinggi Angkatan Bersenjata
Persatuan Emirat Arab (PEA), Y.M.
Sheikh Mohamed bin Zayed Al
Nahyan, ke Indonesia pada tanggal
24 Juli 2019, yang diagendakan pada
tanggal 19 Juli 2019 di Istana
Merdeka pukul 14.30 WIB.
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SEKRETARIAT KABINET
uuuuuuu INDONESIA

MATRIKS BAHAN SUBSTANSI RAPAT INTERNAL MENGENAI

PERSIAPAN KUNJUNGAN PUTRA MAHKOTA ABU DHABI/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENJATA
PERSATUAN EMIRAT ARAB (PEA), Y.M. SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED AL NAHYAN, KE INDONESIA PADA TANGGAL 24 JULI 2019

ISTANA MERDEKA JAKARTA, TANGGAL 19 JULI 2018

Daya Mineral R pada tan ggau 24590 2018

c gan
peﬂ:ﬂ\um dengan Mel\

| Porjanjian dan MoU y: iangani | Ment
aau Sihmgin VM Sk o hamenb-nzayedAl Nahysnk | finali
indonesia & ditan

iangani _pad
Shanh Monamed bin Ze ymA)N hyan.

s IO n Penanaman Modsl,
| b. Amandemen Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
| c. Kerja Sama Kelautan dan Perikanar

Rencana Kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata
Persatuan Emirat Arab (PEA), Y.M. Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia

1

mm 2

B [

Fokus Kerja Sama Ekonomi dan Investasi RI-PEA

Isu-lsu Lain

*+ Perlindungan WNJ (térmasuk penangeulangan
*  Pengiriman tenaga kerja formal ke PEA, antara

tindak pidana perdagangan orang)
Iain tenaga medis, khususnva perawat.

3. Penyampaian Tindak Lanjut Hasil-Hasil Kunjungan Presiden Rl ke Luar Negeri

serta Kunjungan Tamu Negara ke Indonesia

1) Hasil-hasil Kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi, pada tanggal 14-15 April 2019

Pada kunjungan tersebut, Presiden RI melakukan Pertemuan dengan Raja

Salman dan Putra Mahkota, Y.M. Pangeran Muhammad Bin Salman. Selain itu

Presiden RI juga telah menerima kunjungan kehormatan Menteri Energi,

IS KABINET
1

] I ESIA
Jakarta, 14 Mei 2019
Nomor : B. 0182 /Seskab/Polhukam/05/2019 Kepada Yth.
Sifat Segera Para Menter}lPimplnan
Lampiran : Satu Berkas Lembaga Terlampir
Hal : Tindak Lanjut Kunjungan Presiden RI di
ke Arab Saudi, tanggal 14-15 April 2019 Jakarta

Menindaklanjuti Laporan Menteri Luar  Negeri RI, nomor
154/LM/04/2019/21/01 tanggal 16 April 2019 (salinan terlampir) tentang
Penyampaian Laporan Kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi, tanggal 14-15 April
2019, dengan hormat kiranya para Menteri dan Pimpinan Lembaga dapat

hasil-hasil j tersebut dan melaporkan perkembangan

tindak lanjutnya kepada Presiden RI pada kesempatan pertama.
Atas perhatian para Menteri dan Pimpinan Lembaga, kami sampaikan terima
kasih

Tembusan Yth.:
Presiden RI, sebagai laporan

lan Veteran No. 18, Jakarta 10110

Industri,
Sumber Daya Mineral Arab Saudi, Y.M.
Khalid A. Al Falih, dan Menteri Muda
Urusan Luar Negeri Arab Saudi, Y.M.

Adel Al-Jubair.

Presiden RI telah mengadakan
Rapat Terbatas pada tanggal 18 April
2019 di Merdeka,
memberikan kepada

Istana serta

arahan para
Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait
untuk menindaklanjuti hasil-hasil
kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi,

tanggal 14-15 April 2019.

Sesuai dengan fungsi Sekretariat
Kabinet untuk melakukan pengawasan
kebijakan dan program pemerintah,

Sekretaris Kabinet meminta K/L terkait
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untuk dapat melaporkan perkembangan tindak lanjut hasil-hasil kunjungan Presiden RI
ke Arab Saudi dimaksud.

1. Hasil Kunjungan Perdana Menteri Belanda, Y.M. Mark Rutte, ke Indonesia

Pertemuan Presiden RI dengan PM Belanda, Y.M. Mark Rutte membahas
beberapa hal, diantaranya mengenai rencana kunjungan kenegaraan Raja Belanda ke
Indonesia. Presiden RI menyambut baik rencana kunjungan kenegaraan Raja Belanda
ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Kedua pemimpin sepakat untuk mempersiapkan
kegiatan tersebut dan deliverables ekonomi yang matang agar kedua negara mendapat

manfaat yang signifikan.

Terdapat beberapa pending issues yang telah diinventarisasi secara bersama
yang memerlukan tindak lanjut masing-masing negara sebelum dibahas kembali pada
saat kunjungan kenegaraan bulan Maret 2020, yaitu: (i) Proyek pembangunan
pelabuhan Kuala Tanjung terkait status kepemilikan saham VOPAK terkait dengan
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup

dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan

Persyaratan di Bidang Penanaman

Modal; (i) Pembangunan National
SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA .
Capital Integrated Coastal Development
%c:;l:r §e§e<5; :(Seskab“Po\hukamH1(20‘19 .:e:zr;aa::" November 2019 (NCICD); dan kerja Sama pengadaan
AMpIfAN= St Dertas ingan Perdana Para Menteri/Pimpinan
Y T e T frigat 3 dan 4 sesuai kebutuhan
— Jakarta
Indonesia.
Menindaklanjuti Laporan Menteri Luar Negeri RI, Nomor
483/LM/M0/ /21/01 tanggal 1 ober (salinan terlampir) tentang Laporan
Kin,ul:lg;: ZPDP;BBZ%aZLa keg?ndo:egztfokzl:;:r 2019, d;ngan :ojrr;at <\r2nyapaara Pada pe rtemuan tersebut,
Menteri dan Pimpinan Lembaga dapat menindaklanjuti pending issues hasil
kunjungan tersebut dan melaporkan perkembangan tindak lanjutnya kepada dlbahas pula mengenal perkembangan
Presiden R| pada kesempatan pertama
tas perhatian para Menteri dan Pimpinan Lembaga, kami sampaikan terima R . . L.
T situasi keamanan di Papua yang saat ini
SV lebih  kondusif dan apresiasi atas
)/9 konsistensi  sikap Belanda dalam
A mendukung kedaulatan Indonesia.

Berdasarkan perkenan Presiden
serta merujuk pada fungsi Sekretariat
Kabinet untuk melakukan pengawasan

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110
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kebijakan dan program pemerintah, Sekretaris Kabinet meminta K/L terkait untuk dapat
melaporkan perkembangan tindak lanjut hasil-hasil kunjungan Presiden RI ke Arab

Saudi dimaksud.

2. Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Argentina, Y.M. Gabriela Michetti, ke

Indonesia

Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Argentina, Y.M. Gabriela Michetti, ke
Indonesia, tanggal 7 - 8 Mei 2019 menghasilkan beberapa pokok pembahasan, antara
lain mengenai: (i) kesepakatan penyeimbangan neraca perdagangan dan peningkatan
akses masuk barang kedua negara melalui penjajakan pembentukan Perjanjian
Perdagangan antara Indonesia dan Mercado Comun del Sur (Mercosur — Pasar
Bersama Amerika Selatan); (ii) kesepakatan peningkatan kerja sama pencapaian
keamanan pangan yang berkelanjutan dengan kerja sama bilateral yang difokuskan
pada alih teknologi mesin pertanian dan sumber daya genetik; (iii) komitmen Argentina
untuk berpartisipasi dalam pengadaan produk pangan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun
2016 tentang Penugasan Kepada

AAAAA . PERUM BULOG dalam Rangka
SEKRETARIS KABINET
e Ketahanan Pangan Nasional; dan (iv)
Nomor  : B.02%9 /Seskab/Polhukam/07/2019 Jakarta, 18 Juli 2019 R
o0 O Kepada Yih kesepakatan mengenai perlunya
Hal gndal;‘LkaRJu! K;m]unsarv"v }ée:;; ‘,'*;/apres E::b;‘;i”fl_‘?gg:ﬁri”a” . . .
Michet, ke donesia g mendorong implementasi Kerja Sama
Jakarta
Teknik Selatan-Selatan sebagai sarana
Menindaklanjuti Laporan Menteri Luar Neger: RI Nomor
246/BK/06/2019/05/01 tanggal 15 Juni 2919 (salinan terlampir) tentang Laporan peningkatan dan mem per|uas kerja
Kunjungan Kerja Wapres Republik Argentina, Y.M. Gabriela Michetti, ke Jakarta
anggal 7 - 8 Mei lengan hormat kiranya para Menteri dan Pimpinan Lembaga . . .
;apagl Ime:n:‘akli:ﬁ: dhazﬂ—h:sn Ku:Jungyanp ker:a‘ (ers:bul dai m;apcbran sama kedua negara dl berbagal bldang
perkembangan tindak lanjutnya kepada Presiden Rl pada kesempatan pertama
- Atas perhatian para Menteri dan Pimpinan Lembaga, kami sampaikan terima Selal n melaku kan KU n]ungan
Sekretars et Kerja, Wapres Argentina juga melakukan
/ pertemuan dengan PT Dirgantara
Rraimprio Anung
Teran Vih 2 Indonesia, Kamar Dagang dan Industri

Presiden RI, sebagai laporan

Indonesia (KADIN), Perusahaan Salim

Grup, dan kunjungan ke Small and

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110
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Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO).

Sesuai dengan fungsi Sekretariat Kabinet untuk melakukan pengawasan
kebijakan dan program pemerintah, Sekretaris Kabinet meminta K/L terkait untuk dapat
melaporkan perkembangan tindak lanjut hasil-hasil kunjungan Presiden RI ke Arab

Saudi dimaksud.
3. Tindak Lanjut Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang
Presiden RI telah menghadiri KTT G20 di Osaka pada tanggal 28-29 Juni 2019.

Dalam rangkaian KTT tersebut, Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan
beberapa negara dan World Bank. KTT menyoroti suasana perang dagang dan
perbedaan posisi terkait norma perdagangan antara AS-RRT dimana Presiden kedua
negara menyepakati untuk membicarakan kembali dan menangguhkan pelaksanaan
penerapan tarif. Selanjutnya terdapat pembahasan Reformasi WTO dan perubahan
iklim yang sulit dinegosiasikan.
Di lain pihak, Presiden RI menyampaikan statement mengenai digital ekonomi,
data free flow dan IDEA hub, serta

pentingnya pendidikan untuk kaum

Y
e perempuan dan prioritas Pemerintah
REPUBLIK INDONESIA

Nomor B. 0266 /Seskab/Polhukam/07/2019 Jakarta, Z¢ Juli 2019 IndoneSIa pada pengembangan Sumber

Sifat : Segera . .
t;llﬂp"an : izt:uilkfin G20 di Osaka, Jepang, gz?::"ae:tt" daya manusia. Beberapa kepentlngan

27-29 Juni 2019 p?da Daftar Terlampir .
o Indonesia yang telah masuk ke dalam
G20 Osaka Leaders’ Declaration antara
Menindaklanjuti Laporan Menteri Luar Negeri RI, Nomor: 258/LM/07/2019/21/01 . . .

tanggal 3 Juli 2019 (salinan terlampir) tentang Penyampaian Laporan KTT G20 di Osaka, |a| n (I) peran pe rem puan Sebagal agen

27-29 Juni 2019, dengan hormat kiranya para Menteri dapat menindaklanjuti hasil-hasil

KTT G20 di Osaka tersebut dan melaporkan perkembangan tindak lanjutnya kepada perd amalan, (") IU U F’ (I I I) ekonoml

Presiden RI pada kesempatan pertama.
Atas perhatian para Menteri, kami sampaikan terima kasih

kreatif; (iv) blended finance; dan (v) non-

Sekretaris Kapinet,
%// paper Indonesia untuk mereformasi
0/Anung WTO

Hal-hal terkait pertemuan bilateral

Tembusan Yth.:

Presiden RI, sebagai laporan

Presiden RI, antara lain: a) Korea
Selatan: menyepakati penyelesaian IK-
CEPA dan RCEP sampai akhir tahun; b)

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110
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RRT: (i) pemberian 3.000 beasiswa vokasi; (ii) partisipasi Indonesia dalam Expo ekspor
dan impor RRT; (iii) menagih janji dua posisi jabatan senior di FAO serta menambah
impor kelapa sawit dari Indonesia; serta (iv) pembentukan special fund untuk mendanai
kerja sama Indonesia-RRT; c) World Bank: (i) kerja sama ekspor yang kompetitif dan
akses terhadap value chain; dan (ii) kerja sama untuk membantu Rakhine State; d)
India: (i) sepakat membahas isu CPO, gula, dan beras; dan (ii) meningkatkan
perdagangan Andaman/Nicobar dengan Aceh; e) Arab Saudi: (i) pembahasan rencana
kerja sama Aramco-Pertamina agar dapat diselesaikan pada September 2019 dan
diputuskan Oktober 2019; (ii) penjajakan kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah
F-1; dan (iii) pembentukan Dewan Konsultasi Tingkat Tinggi; f) Turki: (i) menyelesaikan
Indonesia-Turkey CEPA akhir 2019; (ii) penjajakan counter trade dengan Turkey; dan
(i) rencana kunjungan Presiden Erdogan pada kuartal pertama 2020; dan g) Australia:
(i) Undangan kepada Presiden Rl untuk melakukan kunjungan kenegaraan tahun 2019;
dan (ii) proses ratifikasi IA-CEPA yang sedang berjalan; dan (iii) dukungan Australia
untuk Pacific Exposition di Auckland pada bulan Juli 2019.Australia: (i) Undangan
kepada Presiden RI untuk melakukan kunjungan kenegaraan tahun 2019; dan (i)
proses ratifikasi IA-CEPA yang sedang berjalan; dan (iii) dukungan Australia untuk

Pacific Exposition di Auckland pada bulan Juli 2019.

4. Penyampaian Undangan kepada Presiden sebagai Pembicara pada 21°' World
Knowledge Forum di Seoul, Korea Selatan, tanggal 16-18 September 2020

Founder and Chairman World Knowledge Forum, Chang Dae Whan,
menyampaikan permohonan kepada Presiden RI untuk hadir dan menjadi keynote
speaker dalam 21% World Knowledge Forum di Seoul, Korea Selatan, tanggal 16-18
September 2020. World Knowledge Forum merupakan forum bisnis terbesar di Asia
yang diselenggarakan oleh Maekyung Media Group dan dihadiri lebih dari 250 tokoh di
bidang politik, ekonomi, bisnis, serta teknologi dari negara-negara dunia.

Tokoh dunia yang pernah hadir dalam forum tersebut antara lain: George W.
Bush (Presiden AS ke-43), Tony Blair (Perdana Menteri Inggris Raya 1997-2007),
Nicolas Sarkozy (Presiden Perancis ke-6), dan Ban Ki Moon (mantan Sekjen PBB).

Adapun tokoh dari Indonesia yang pernah hadir antara lain: Thomas Lembong (Kepala
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BKPM ke-18), Tanri Abeng (mantan Komisaris Utama PT Telkom Indonesia), dan

Nadiem Makarim (mantan CEO GO-JEK Indonesia).

Dalam surat tersebut, Founder and Chairman World Knowledge Forum berharap

Presiden RI berkenan hadir dan hal tersebut akan membawa dampak besar terhadap

%

SEKRETARIS KARINED
REPUBLIK INDONESIA

Nomer 8 (79 SeskabPolhukamiOn2019 Jakarta, 2y September 2016
St Segers
Lampkan : 1 (sa%) berkas Kepada Yin
Hal Peryampaian Arahan Presden untuk Kepala Badan Koordinas
Merghadn 207 Wokd Knowiadge Penanaman Modal
Forvm o Seoul Kores Selstan

di

Jakana

tangoad 25 27 September 2019

Sehubungan dengan undangan Founder Wand Knowdadpe Forum dan Chavman
Maskyung Media Group kepsds Presiden Rl untuk menghadin dsn menjsd Pembicara
pada persermuan 20" World Knowledge Forum di Seoul. Korea Selmtan, langgal 25 - 27
Seplembaer 2019, diampaikan balrea Présicen lalah memberiksn arabanidisposiai
tariis "Kopalks BKPM, hadin™

Barkeraan dengan Mol tesabul Kirseys Kepols Boadan Koordinesi Penaraman
Modsl dspol menndskianps amhan Presden dmaksud unhuk menghaail 207 Wand
Knowsadge Fanwm di Seoul, Korea Sa@atan, tanggal 25 - 27 September 2019

Alas parhatian dan keda samanya, ke ucspkan erima kash

I Seknetas Kabinat
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hubungan bilateral Indonesia-
Korea Selatan khususnya di
bidang investasi. Forum
dapat  digunakan untuk
mempromosikan  kebijakan
dan capaian program
prioritas Indonesia di bidang
ekonomi serta meningkatkan
kerja sama Indonesia-Korea
Selatan di bidang investasi.

Pada Agustus 2019,
Presiden RI telah menerima
undangan serupa. Namun
demikian, terhadap
permohonan dari Chang Dae-
Whan tersebut, Presiden
telah mewakilkan kehadiran
kepada Kepala BKPM,
mengingat Presiden telah
memiliki jadwal lain yang
berdekatan dengan World
Knowledge Forum 2019.
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B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang hubungan
internasional tahun 2019 didukung anggaran sebesar Rp1.500.218.000. Asisten Deputi
Bidang Hubungan Internasional berhasil merealisasikan anggaran untuk mewujudkan
target kinerja dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang hubungan
internasional sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah diperjanjikan
dengan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan ditandatangani pada bulan
Januari 2019. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan tiga komponen
kegiatan yang terdiri dari:

() penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan

pemerintahan di bidang hubungan internasional,

(i) penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa
dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan

internasional; dan

(i) penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau
pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang

hubungan internasional.

Sepanjang tahun 2019, Asdep Bidang Hubungan Internasional merevisi atau
melakukan 2 (dua) kali penyesuaian jumlah anggaran antar komponen kegiatan dengan
mengajukan revisi pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak
mengubah jumlah keseluruhan alokasi anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional Tahun 2019. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan pelaksanaan tugas pada tiga komponen kegiatan tersebut di atas yang

belum terpenuhi oleh alokasi anggaran semula.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai ketiga
komponen kegiatan dimaksud sebesar Rp1.497.458.253 atau setara 99,81% dari total
pagu. Efisiensi anggaran berhasil dilakukan sebesar Rp2.759.747, yang diperoleh dari
penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi. Realisasi anggaran
tersebut menghasilkan 540 rancangan rekomendasi di bidang hubungan internasional

dengan komposisi sebagai berikut.
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Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Tahun 2019

Tabel 3.7

Kegiatan: Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional

Penyusunan
rancangan
rekomendasi atas
rencana dan
penyelenggaraan
pemerintahan di
bidang hubungan
internasional

Rp886.002.000

Rp878.573.000

Rp877.989.373

(357 rancangan
rekomendasi)

99,93%

Rp583.627

Penyusunan
rancangan
rekomendasi
terkait
permohonan
persetujuan izin
prakarsa dan
substansi
rancangan
peraturan
perundang-
undangan di
bidang hubungan
internasional

Rp201.788.000

Rp215.547.000

Rp213.372.737

(127 rancangan
rekomendasi)

98,99%

Rp2.174.263

Penyusunan
rancangan
rekomendasi
terkait materi
sidang kabinet,
rapat atau
pertemuan yang
dihadiri oleh
Presiden
dan/atau Wakil
Presiden di
bidang hubungan
internasional

Rp412.428.000

Rp406.098.000

Rp406.096.143

(56 rancangan
rekomendasi)

99,99%

Rp1.857

Total

Rp1.500.218.000

Rp1.500.218.000

Rp1.497.458.253

(540 rancangan
rekomendasi)

99,81%

Rp2.759.747
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LK]j) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun
2019 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan atas capaian sasaran
strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sepanjang tahun 2019.
Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dokumen
perencanaan dan Perjanjian Kinerja antara pejabat eselon Il Asisten Deputi Bidang
Hubungan Internasional dengan pejabat eselon | Deputi Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan.

Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun
2019 mencakup 1 (satu) sasaran strategis, yang dilaksanakan melalui 1 (satu)
program dan 1 (satu) kegiatan, serta diukur dengan menggunakan tiga Indikator
Kinerja. Capaian kinerja atas sasaran strategis “Terwujudnya Rancangan
Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional”
tersebut mencapai nilai rata-rata 100% (kategori sangat baik). Adapun capaian
kinerja untuk indikator kinerja “Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan
penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui
oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan”, “Persentase rancangan
rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui

oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan”, dan “Persentase rancangan
rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan
Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan” juga

memperoleh nilai 100% (kategori sangat baik).

Sepanjang tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
menghasilkan output 540 rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan yang terdiri dari: 357 rancangan rekomendasi atas
rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 127 rancangan rekomendasi

persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan
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perundang-undangan, dan 56 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet,
rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden. Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun
2019 mencapai Rpl.497.458.253 atau setara 99,81% dari total pagu
Rp1.500.218.000. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar Rp2.759.747
diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah dapat memperlihatkan
kinerja untuk memenuhi sasaran stategis dengan indikator-indikator yang ditetapkan
di awal tahun, serta merealisasikan kegiatan-kegiatan dengan sangat baik dengan
didukung ketersediaan anggaran yang cukup proporsional sehingga kegiatan-
kegiatan prioritas di tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan kualitas kinerja yang
baik. Keberhasilan ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta perlu
berbagai upaya mengatasi berbagai kendala yang muncul dan harus mampu disikapi
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melalui langkah-langkah perbaikan,
seperti:

1. meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan para personel Asisten
Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam berbagai kegiatan pendidikan dan

latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya;

2. memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana
yang tersedia;
3. mengikutsertakan dalam keanggotaan tim yang mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi;

4. berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk

koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar

secara berkala dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi akuntabilitas Asisten
Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2019, serta menjadi masukan bagi
peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

84



LAMPIRAN

%

i

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Asisten Deputi Bidang Hubungan
Keamanan ternasional

.

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1 | Terwujudnya Rekomendasi yang | Persentase rancangan rekomendasi 100
Berkualitas di Bidang Hubungan | atas rencana dan penyelenggaraan Persen
Internasional pemerintahan di bidang hubungan

internasional yang disetujui oleh

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Persentase rancangan rekomendasi 100
persetujuan atas permohonan izin Persen
prakarsa dan substansi rancangan

peraturan perundang-undangan di

bidang hubungan internasional

yang disetujui oleh Deputi Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan

Persentase rancangan rekomendasi 100
terkait materi sidang kabinet, Persen

rapat, atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang hubungan internasional
yang disetujui oleh Deputi Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan
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Kegiatan

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan
Internasional

1.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan
penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan
Internasional

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan
Internasional

Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang
kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
Hubungan Internasional

Total Anggaran

Jakarta,

Anggaran

Rp.886.002.000,-

Rp.201.788.000,-

Rp.412.428.000,-

Rp.1.500.218.000,-

Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Hubungan

Keamanan Internasional

o o

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

87



o | = s t € v E L 2 1 L O NINDAVOH WY
(= ELZ SO0 100'L0
5B LAY
] i ] i ] ] # ] & i 5 1 - 7 uifiengn g Burpg i uepasg PRy NEEUBE LSS S LS PR Ry _._.:1 nE.n1
sy T F ey e
— - : S = 0 5 = = - = - i
F— i PR !i.% ke SRR R ] PUTTIRS TIT AT o0 Tn
% 5 € § § % £ £ ¥ £ £ ¥ I 5t U PP LR U PUTEEA J851 PR TIPSR SR
= 3 3 or ™ 3 ] ™ [ 3 E] 3 NANDANOH RS
- TEEmB LY Fen e R UERGo F FUERT TIZ&00 100 10
" o ol & = el = i bl i el o ueBu Ry oo LRI Ll e B e D U EOR SO S BRSO U L A B s AL

[EEICT T ]

g gnyg

SN 10 LD

i3 [ -3 BE =] LE it ] SE LE Er Tr BE & Shiksising osr PLOTERLL ] LU O BU P P LEYIE S S EPUSLEY U ey
L L] UESon e FULTE 1P 01| 15 Deih [FEpea e L [0 g L7 (] W@ ] 1]
JEETTTY
T m o ] ® P ] 1 L § T L WenleE
e L) MENOARIONL Md L0 B LN L0 RELNDIN MY Ba0E
) 1O MAHYL

0o woo AL oo

LELEL WO FSEWNAY |

LU L P L LU sy uepeg) indag e min srap fuel
PrusrEru s ceiurgry) Boepe B U L) I, NI R i S | AR N Ao u detp
Hurh uPnusgisd NEje T e GRS E FURDE DA]P IR ] PP ] L PRI AL e

UBLIFLL BT LB
ST " 0 Bl e a0 iningesgs Fuid, pudresie ueSeniee Rurps ip nnd welueue
[RETRINT UEP PR Wi SO 0§ U T R ORI UEBERI AR S

S B B RN W0 BT N 0 ininies BU B PUOrEme UEhingRg

W LVIDTE WIONEY L

GROT WL W WTNIN WD 130

wOmT 00T 13 w0 wOOT 3 w001 HOOT ETE
— e - - e b . - BN I VLI A ) e T ) AP EUETU B TETE S EPHEUCONRS LB FSEWRE S
LR L] L ERT gy FUE ) P S0 | 1 ik (S g U Do g FA o] e o
JEETTTY
4 | (14 ot 1] i ' ] 4 i | ] 4 ] Wriivd
FANNON 11| MY LWTITE WTE IR ROV AIINLSTLY N NS IoE
- T8 W RSP Tl WA I ETOT BHYL
NYIWIDIH MNesSes o
|G S| LRGN Fupg e sy {7 NN 3T} EVEINYDED Ll a0
e L R NN SR | S OE Uit U0 RB B - S TG WYLVEN T
AL LR ey Ead B p vy e Bun b =y -1 W D e T
Ly e g s e s ] L) I L RN U s A ERRE e iy Ll ey ::.!.h_.in -P-:.:n Il.un.: aa: [ e
LINEE DL TS Lk RN T [

88



58T
£9TYLT'T
€9TYLT'T
0

0

0

0
€9TYLT'T

€9TYLT'T
wsr'e
(444

SLT18S

£29°€8S

LYL'6SL°T

LYL'6SL°T
LYL'6SL°T
LbL'6SL°T
LYL'6SL°T
uelebbuy esis

ZuepT : ueweey
IsueNny uexiesepiag

18'66
18'66
18'66

18'66

%

£b1°960°90
LEL 16T 9T
LELL6TS9T
000°00C°CC

000°00C°CC
000°5£8°SC
000°5/8°SC
LELTLEETT

LELTLEETT
8PGELBLCE
8PS'EL8LCE
000°SS6°€8C
000°556°€8C
8vG'8C8TT9
SC8'0ST'SLT
ST8'0ST'SLT
000°00T°0C

000°00T°0C
0000229
00070229
000°005°TC
000°005°TC
000°069°CH
000°069°CH
S78°091'99¢

£LE°686°/L8

EST'8SHL6Y'T

ESTBSHL6V'T
ESTBSH'L6VT
ESTBSHL6V'T

EST'BSH'L6V'T

Isesijeay yejunp

£41°960°90%
00T°€6T'TL
00T°€6T'TL
0

0
0
0
00T°€6T'TL

00T°€6T'TL
9¥6'95H"C0E
9¥6'95H"C0E
0S8'8€£"8ST
058'8€/'8ST
96£°S61°T9%
P6T'EEYSS
P6T'EEY'SS
0

cocoocoocooo

Y6 'EEYSS

060628915

EEVP'BTT 66

EEV'BIT ¥66
EEV'BTT Y66
EEV'BTT V66

EEV'BTT 66

S71iseslieay

0

LESHOT H6
LESHOT H6
000°00Z°CT

000°00Z°CT
000°5/8°ST
000°6£8°ST
LES6LTTHT

LESOLTTHT
209°9T¥'ST
209'9TH°ST
0ST'9TZ'SCT
0ST'9TC'SCT
CSL7TEY0ST
TES'LIS6TT
TESLTIS'6TT
000°00T°0C

000°00T°0C
00070229
0000229
000°00S°TZ
000°00S°TZ
000°069°C
000069tk
TES°£CS°0TC

€8C°09T°T9¢€

078'6£E"€0S

078'6EEE0S
078'6EEE0S
078'6EE°€0S

0T8'6EE°E0S

dn Iseslesy

00086090t
000°¢L¥'£9T
000°C¢LY'L9T
000°00Z°CC

000°00C°CC
000°5£8°ST
000°5£8°ST
000°£¥S'STC

000°£¥S'STC
000'9/8°£CE
000'9£8°£C€
000°556°€8C
000°S56°€8¢
000°TEBTTY
0007¢SS'SLT
000°SS'SLT
000°00T°0C

000°00T°0C
000°006'9
00070069
000°00S°T¢C
000°00S°TC
000069k
000°069°Cy
000°C¥L99¢

000°€45'8/8

000°8TZ°00S'T

000°8TZ°00S°T
000°8TC°00S'T
000°8TC°00S'T
000°8TZ°00S°T

6T0¢ 1equissaq 1€ "P's 9poliad
unjyqns unyjy usuodwodgns usuodwoy Indinogns Indino uejelbsy ted uejeibay ejojebuad Jod
NYJVOONY ISYSITVIY

000'8CH'CTH
000°€T6°09T
000°€T6°09T
000°000°ST

000°000°ST
000°5£8°SC
000°5£8'ST
000'88£°10C

000°882°T0C
000"90€°EEE
000790E°EEE
000°0¥C°CLT
000°0vCeLT
000°9¥5°S09
00099T°2LT
000°99T°£LT
000°00S°0T

000°00S°0T
000°00€°E
000°00€°€
000°009°CH
000°009°CH
000°068"9
0000689
000°95+°08C

000°200'988

000'8TZ°00S°T

000°8TZ°00S'T
000°8TC°00S°T
000°8TC°00S°T
000°8TZ°00S'T

|emy nbed

uapisald yajo 1ipeyip neye/uep uidwidip 6ueA uenwayad neye

“Jedes “Jpuigey buepis 1121ew Isepuawoyal uebuedues ueunsnAuad €12
- T00-
V10X ¥V ONIIIIW 1 INVd SYNIA NYNYTY(d3d Nvd3g WA-6TTHCS
- T00-
V10X
WYTVA ONI1IIW LINVd SYNIA NYNVTVCH3d Nvaag Wa-+TTHCS
- T00-
NVHVE VINV13d Wd-1T2TCS
Siuafes ueieIbay/god/euiwas/ioey were

|euoisewisju] uebungny Buepiq 1p uebuepun-6uepuniad
ueiniesad uebueduel sueisgns uep esiexeld uzi

ueuoyouwad seje uen(masiad 1sepuawioyas uebuedues ueunsniuagd f4v4
- T00-
TJ393N ¥VNT - YANNIV] SYNIA NVYNVTV[H3d Nvda3d WY-6T2HCS
- T00-
VSVIE SYNIA NVNVTV(H3d Nva3g WY-TTTHCS
e1ep uendunbuag av'ire
- T00-
VLOM ¥V ONLIFIW LINVd SYNIA NVNYTY(H3d Nva3g WY-6TTHCS
b T00-
V.LOM
WYTVA ONII33W LINVd SYNIA NVYNVTV(H3d Nva3g WY-+TTHCS
B 100~
V.LOM WY1vA SYNIA NYNVTVCH3d Nva3g WY-ETTHCS
- T00-
1S30Yd VSV( VINY13d WY-TSTZCS
- T00-
NVHVE VINV13d WY-TTZTCS
siuafas uejelbad/qod/eulwas/1o5ey WWTTC
leuoisewsayu] uebungny Buepiq 1p ueyejuuswad ueesebbuspAuad
Uep BUBDUSJ SEIR ISepusawoyal uebuedues ueunsnAuad 112
Jeuoisewsajuy

uebunqny buepiq Ip ueyeligay Isepuswioysy uebuesuey 600°T00

VIV

d

TVNOISYNYILNI
NVYONNENH ONVAIF 1A 1INIGY NIWIVNYIN NYVIOTIONId NVONNINA  £T0S'90

TIVNOISVYNYILNI NVONNGNH ONVAIF d3aSY  €0€0

NVYNVIWYIN NVA WNYNH “MLLTI0d 1LNd3a €0

ISVYSTIV3Y HYTWNC
uelelin
870 +2quiasaq T "IB1 6102/9V/0-T0°bTT-VdIA dS "ON VdIq * "IB1 "ON ¥dIQ
LINIGVN LVIHVIIAN3S - e(iay uemes
LINIGVY LVTAVIFUNAS ©  Isesiuebio yun
LINTGVN LYV IS : uetuaway

89



LS8T 66'66  £4T960°90 £¥1°960°901 0 000860901 00082y CTH T00-
£S8T 66'66  €4T96090 £1°960°90% 0 00086090+ 00082y CTH TH393N YY1 - VANNIV SYNIQ NYNVTV(d3d Nva3g WA-6TZCS
LS8 66'66  £HT960°90 £¥1°960°901 0 000860901 00082 CTH e1eQ uenduinbuagd WETT

Jeuoisewsaju] uebungny buepiq 1p uapisaid [Mem neye/uep

zuepz :ueweey
Isueyny uexiesepiag

90



4 &mﬁm

1 REL [ T I RIIEL

[y ey g

uebbuy 1RgRaH

eeet

I BIIL [ 1 RV, | BIREL

UEUBLREY
UBE WhAnH “AYeg Buepig undag o inmasp Bued eumsewssiu veSunany BUemiq 1 Uspisaig e, MBI VBD UapIsag UR)0 LADRUD nejeuep udwidp Bued venwaniad neye tedes Jaugey Sur e UsiEU e 1SE0URLLIYR) URURIUE] BREJURSIR OjEN DUl

A R [T [ | e

UBLBLURE LR WK “o310g Buemg nndag usie nniasin Bued reuosewsziw ueBunany Buema o ueBuepun-Guepuniad vaunesad veBueaues susisans Uep easEveId UZI

sae el dl URBUBIUR] SEEJUEIR IOJEH DU

0000

A R [0 [ | e

RURIEEY UBD UMY H g Busms andag usio inmasn Bued rpussewzu ueBunany Buenia ip veyeiiawad uee efUaRiuRd UBp BURIUR) SHIB 1SE0UBLIDYR) URURIE] BSEJUSSIA IlBR DU

[eumsewa| veungny Guepig i seyenyiag Oued \sepuawoyay eAupninmial (UB/ESES

- s gl
ung
unmn
g
ruasuagg e Beiny Buepg gadag usey Wangzun
SO ety urany

eliaury ueledeq preogyseq

91



(] SumingEeg a14

ol ey 4

[x] SumngERg a4

~ @ peadn 4§
fumnozenals
3 penidn 4
GumingeEg ald
~append g

fuminoEen 814

1o T

Gumingeeg ald

“~a pend 4

fumnpEep a4

“a peoidn 4

Suming g Al

“~a pend 4

fuminpEep a4

@ pendn 4§

Gumingemg ald

ol ey 4

fuminpEeg 814

~ @ peadn 4§

Sumingeenad

Bunyng eieg

iy

[E3T
2SR

{du) uesefifuy
IaREy

0orezms s ML
QOICELEDE EML
00IDse T ML
i ] WL

{du) uesefifuy ML

(isznwng)
URsRGAWY |5ESRRS

43

]

7

i1

i3

1]

188

W

-3

1

FWonng urede)

-3

o

'

o

T

1

058

'

i3

33

-3

S

9

T8l

i

o

B

agng  indng

ElRu e

&

&

£

Bl

&

oe

[+

£

[

o

1A

alang

L

T

inding

o0k

o0

0

o0

0

o0k

o

o0k

o0

%

TalueL

SEpan
ueiedeD AEpdn )
LRURUREH LD WK e Buepea nden yzo inrasp Bued puiseway vefineny Bueme b uapisai (v, neruen
Lapisaid Lo Lipeup seuinp fued e L LA
L HRE - U0
HIT "S5 WAEH N WGaing iy A
=SB0
uepedeD #ERdn )
UEURWREH LD Wnir 010d Bueiaandan useinnias Sued muoseway vedunen Guspe
i fuepunad uRinziad Lzl duz seE Uerf A
& v
HI 5055 WAEH . Uons 2y 7

azznm

uegeded #EDdN gy

UBURWRE LED W+ iliod GuepiE andag
o lmagp fued puasewsu veburary Burng 1o veueiwwad Lee R BEURRAUR LB0 BLBILR) EIR RO L) VR EUB IR BmIuEsig

lagypy

e UBRRERE U -
[BunIsELEY Uebunany Buenig gndag ussisy

BLOZ

TeugsELEL Viunany

EurDE o RN ae Ueh sl waE s Bhuon AL

URJESES
LEHIT

ueseBBuy unyey

URIRSES

.

i

92



LAMPIRAN

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAR KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johar Arifin, S.IP., M.P.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangke mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Asisten Deputi Bidang Hubungan
Keamanan ternasional

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Jofar Arifin, 8.IP., M.P.M.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja

1) | (2) (3)

1 ITerwujudnya Rekomendasi yang | Persentase rancangan rekomendasi
| Berkualitas di Bidang Hubungan | atas rencana dan penyelenggaraan
Internasional pemerintahan di bidang hubungan
internasional yang disetujui oleh
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Target

4)

100
Persen

Persentase rancangan rekomendasi
persetujuan atas permohonan izin
prakarsa dan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan di
bidang hubungan internasional

| yang disetujui oleh Deputi Bidang

| Politik, Hukum dan Keamanan

| Persentase rancangan rekomendasi
terkait materi sidang kabinet,

| rapat, atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang hubungan intemasional

| yang disetujui oleh Deputi Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan

100
Persen

100
Persen
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Kegiatan Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan

Internasional

1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan Rp.886.002.000,-
penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan
Internasional

2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas Rp.201.788.000,-

permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan

peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan

Internasional

Penyusunan rancangan rekomendasi materl sidang Rp.412.428.000,-
kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau

dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang

Hubungan Internasional

Total Anggaran Rp.1.500.218.000,-

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Asisten Deputi Bidang Hubungan
Keamanan Internasional
4 e
Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Johfr Arifin, S.IP., M.P.M.
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FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

TAHUN 2019

No.

Pernyataan

Checklist

Format

. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data

penting satuan Organisasi/Unit Kerja

. LKj telah menyajikan informasi sesuai

sistematika penyusunan LKj

. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan

Organisasi/Unit Kerja yang memadai

. Telah menyajikan dengan lampiran yang

mendukung informasi pada badan laporan

. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan

. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

v' Telah menyajikan
profil (hal 2)

v' Telah sesuai dengan
sistematika (SE Adm
No 4 Tahun 2018)
(hal v)

v Capaian kinerja
(hal 19)

v' Lampiran telah
mendukung (hal 26)

v' Terdapat upaya
perbaikan (hal 24)

v' Terdapat realisasi
anggaran (hal 81)

II

Mekanisme
penyusunan

. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/

penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada
satuan organisasi yang tidak memiliki unit
FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja
masing-masing

. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah

didukung dengan data yang memadai

. Penyusunan LKj satuan organisasi telah

terdapat mekanisme penyampaian data dan
informasi dari unit kerja ke unit penyusun
LKj

. Data/informasi kinerja yang disampaikan

dalam LKj telah diyakini keandalannya

v' Telah dikerjakan PIC
asisten deputi

v Data LKj telah
memadai

(belum ada mekanisme)

v' Data yang disajikan
valid

111

Substansi

. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai

dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian
kinerja

. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras

dengan rencana strategis

. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka

terdapat penjelasan yang memadai

. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai

dengan indikator kinerja dalam Perjanjian
Kinerja

. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada

Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai
dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja
dalam IKU

. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka

terdapat penjelasan yang memadai

. Telah terdapat perbandingan data kinerja

dengan tahun sebelumnya, standar nasional
(jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat

v' Telah sesuai dengan
PK (hal 13)

v Telah selaras dengan
rencana strategis
(hal 12)

v Telah selaras (hal 12)
v' Telah sesuai (hal 15)

v' Telah sesuai sasaran
dan indikator kinerja
pada PK dengan IKU
(hal 15)

v' Telah memadai
(hal 16)

v’ Perbandingan
kinerja tiga tahun
(hal 21)




